BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral
dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan merupakan satu
kesatuan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
prakiraan maju sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan
berdasarkan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk
mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan
acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai
dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah

pada tahun berkenaan.



Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam  sistem
Perencanaan Daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan Perencanan
Strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam
rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja
merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-

OPD.

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja
RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD
yang disusun ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras
dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain hal tersebut, penyusunan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun mengacu pada Tujuan,
Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra

Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum Penyusunan Renja-SKPD, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 —
2025 ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Tengah



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah memberikan arah dan
Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Program dan Kegiatan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun ke dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi
Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan, Tujuannya adalah :

a. Memberikan Landasan Operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan
staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama satu tahun.

b. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi Kinerja
Pimpinan dan Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Tengah selama satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Dokumen Renja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah:

BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan capaian  Renstra Perangkat
Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah, serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III |Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan

Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.




BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang Indikator Kinerja dan
kelompok Sasaran Pencapaian Renja Perangkat Daerah
dan Pendanaan Indikatif beserta sumbernya serta

prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V Penutup




BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Urusan

Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan) Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembar : ....

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Kinerja L Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
. (glapaian ! Tafgiiliisﬁlselrja Ig(egiatan Tahun Lalu( ’l-]ahung2018) Progra};gn dan Target Seg?iﬁfgggéla{g nDaerah
Urusgn/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program eas Keg1at.an eas ; ;
Kode Pemerintahan Dafarah dan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Keluaran Target Renja Reahs.a51 ) (Renja Realisasi Capaian Tlngl.(at
Program/Kegiatan Perangkat . Perangkat Renja ngkat. Perangkat Program dan Cap{;uan.
Daerah) Kegiatan s/d erangxa Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2018 Tagjirggl 3 Daerah (%) Tahun 2019) | Tahun Berjalan Target
Tahun 2018 (Tahun 2019) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Penunjang Urusan Pemerin-
tahan
1] 01 Urusan Keuangan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan - Peningkatan PAD (%) 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34
Keuangan Daerah
Kegiatan Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD Provinsi 100 100 100 100 100 100 100 100
Jawa Tengah
Kegiatan Penyusunan dan
Ezfgkesfél;?;n /gi‘;ﬁﬁ‘;fahaan 100 100 100 100 100 100 100 100
Keuangan Daerah
Kegiatan Evaluasi dan
Pengendalian Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100 100
Dana Transfer
Kegiatan
Monitoring/Asistensi
Pelaksanaan AnggaranSKPD 100 100 100 100 100 100 100 100
dan Anggaran Bantuan
fg;‘ﬁ:;‘ Jioordinasi Badan 100 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pelaksanaan Sistem | - Persentase Laporan
Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah 100 100 100 100 100 100 100 100
Daerah Berbasis Akrual
Kegiatan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban 100 100 100 100 100 100 100 100

Pelaksanaan APBD




Perkiraan Realisasi Capaian

gt Kneri | st | Tt Realivot Kinea Programdan | et | torgl Reniza esangat Dacra
Urusan/Bidang Urusan Propgram Target Kinerja § I(;gegiatan s/d Tahun Berjalan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kmega Program (Renstra Hasil Program ; Realisasi (Renja Realisasi Capaian Tingkat
Program /Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Perangkat dan Keluaran Target Renja Renja Tingkat Perangkat Program dan Capaian
Daerah) Kegiatan s/d Pg‘:;il;lat Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 Daerah (%) Tahun 2019) | Tahun Berjalan Target
Tahun 2018 (Tahun 2019) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kegiatan  Evaluasi = APBD
Kab/Kota Se Jawa Tengah 100 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Implementasi
Penatausahaan Keuangan 92 92 92 92 92 92 92 92
Daerah
Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan Peme-
rintahan
01 | 01 Program Pengelolaan Keuangan | - Persentase Tata Kelola
Daerah Keuangan Pemer.mtah Da(?rah 100 100 100 100 100 100 100 100
yang sesuai Kaidah
Perundangan
Kegiatan Penyusunan dan | 1)Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Pemerintahan yang menyusun
Tengah RKA-P, DPA-P, sesuai kaidah
Perundangan
2)Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
Ekbang yang menyusun RKA-
P, DPA-P, sesuai kaidah
Perundangan
3)Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesra yang menyusun RKA-P,
DPA-P, sesuai kaidah
Perundangan
Kegiatan Implementasi Penata- | 1)Jumlah SP2D lingkup bidang 92 92 92 92 92 92 92 92
usahaan Keuangan Daerah Pemerintahan, Pendidikan
dan Kesra yang diterbitkan
2)Jumlah SP2D lingkup bidang 92 92 92 92 92 92 92 92
Ekonomi dan Pembangunan
yang diterbitkan
3)Jumlah SP2D yang diproses 92 92 92 92 92 92 92 92
pencairan
Kegiatan Laporan Pertanggung- | 1) Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
jawaban Pelaksanaan APBD Pemerintahan yang
menyampaikan Laporan




Perkiraan Realisasi Capaian

Target Kinerja Realisasi Target Flan Realisasi Kinerja Program dan Target Target Renstra Perangkat Daerah
Capaian T o Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2018) Program dan ;
. arget Kinerja ; s/d Tahun Berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program sas Kegiatan sas ; ;
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegi aﬂtan (O%lt ut) (Renstra dan Kel iﬁ’an Target Renja Reah;am ) (Renja Realisasi Capaian Tlngl.(at
Program/Kegiatan & p Perangkat Kegi e Perangkat Renja Tingkat Perangkat Program dan Capaian
Daerah) egiatan s/d Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
. Tahun 2018 Daerah Daerah % Tahun Berjal T
ahun 2018 Tahun 2018 aera (o) Tahun 2019) ahun Berjalan arget
Tahun 2018 (Tahun 2019) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Keuangan sesuai kaidah
perundangan
2) Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
Ekonomi dan Pembangunan
yang menyampaikan Laporan
Keuangan sesuai kaidah
perundangan
3) Jumlah OPD lingkup bidang 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesra yang menyampaikan
Laporan Keuangan sesuai
kaidah perundangan
Program Pengelolaan Aset | - Persentase Peningkatan 75 75 0 o 0] 75 75 75
Daerah Pendapatan dari Peman-
faatan Aset
Kegiatan Penggunaan dan | - Jumlah Aset yang digunakan
Pemanfaatan Aset Daerah - Jumlah Aset yang
dimanfaatkan
Kegiatan Penatausahaan BMD - Jumlah Aset yang
ditatausahakan
Kegiatan Pengamanan Aset | - Jumlah Aset yang Diamankan
Daerah
Penyelesaian Kasus Sengketa | - Jumlah Aset yang
Aset terselesaikan  Permasalahan
Kasus/Sengketa
Non Urusan
Bidang Eks BAU
Program Manajemen | Tingkat Kepuasan Pengguna
Administrasi Pelayanan Umum, | layanan Administrasi
Kepegawaian dan Keuangan | Perkantoran
Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Pelayanan | Jumlah kebutuhan pelayanan
Keuangan Perangkat Daerah keuangan perangkat Daerah
guna mendukung kelancaran
tugas kedinasan
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat | Jumlah kebutuhan benda pos 36 12 12 100 12 60 100
Menyurat dan Kearsipan | materai, perangko dan benda




Perkiraan Realisasi Capaian

Target Kinerja Realisasi Target _dan Realisasi Kinerja Program dan Target Target Renstra Perangkat Daerah
Capaian T . Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2018) Program dan ;
. arget Kinerja ; s/d Tahun Berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program sas Kegiatan sas ; ;
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegi aﬂtan (O%,lt ut) (Renstra dan Kel &r Target Renja Reahs.a51 ) (Renja Realisasi Capaian Tlngl.(at
Program/Kegiatan & p Perangkat jetaran Perangkat Renja Tingkat Perangkat Program dan Capaian
Daerah) Kegiatan s/d Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
. Tahun 2018 Daerah Daerah % Tahun Berjal T
ahun 2018 Tahun 2018 aera (o) Tahun 2019) ahun Berjalan arget
Tahun 2018 (Tahun 2019) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perangkat Daerah pos lainnya guna mendukung
kelancaran tugas kedinasan
Kegiatan Jasa Komunikasi, | Belanja penggunaan telepon, 36 12 12 100 12 60 100
Sumber Daya Air dan Listrik air, listrik dan internet kantor
tercukupi
Kegiatan Jasa Jaminan Barang | % dari seluruh barang milik 76 76 76 100 76 76 100
Milik Daerah daerah terasuransikan untuk
12 bulan
Kegiatan Jasa Kebersihan dan | Kebutuhan Jasa Kebersihan 36 12 12 100 12 60 100
Pelayanan Perkantoran Perang- | dan Pelayanan Perkantoran
kat Daerah yang tersedia
Kegiatan Rapat Koordinasi dan | Tingkat pemenuhan 36 12 12 100 12 60 100
Konsultasi Dalam dan Luar | penyelenggaraan Rapat-rapat
Daerah Perangkat Daerah koordinasi, konsultasi,
pendampingan dan undangan di
dalam dan di luar daerah
Kegiatan  Penyediaan = Makan | Kebutuhan makan minum rapat 36 12 12 100 12 60 100
Minum Rapat Perangkat Daerah dan makan minum tamu
kedinasan terpenuhi
Kegiatan  Penyediaan  Bahan | Jumlah surat kabar, majalah 36 12 12 100 12 60 100
Bacaan/Buku Perpustakaan | dan buku kepustakaan tersedia
Perangkat Daerah  Perangkat
Daerah
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ | Jumlah Pemeliharaan rutin/ 36 12 12 100 12 60 100
berkala rumah jabatan/ rumah | berkala rumah jabatan/rumah
dinas/gedung kantor/kendaraan | dinas gedung kantor/kendaraan
dinas/operasional perangkat | operasional yang terpenuhi
Daerah untuk 12 bulan
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ | Terpenuhinya Kebutuhan peme- 36 12 12 100 12 60 100
berkala Sarana Kantor dan | liharaan rutin/berkala sarana
Rumah Tangga kantor dan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan Sarana dan | Terpenuhi dan Tercukupinya 36 12 12 100 12 60 100
Prasarana Kantor Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Kegiatan Pengadaan Pakaian | Tercukupinya Pengadaan Paka- 36 12 12 100 12 60 100
Dinas ian Dinas Pegawai
Kegiatan Pendidikan dan | % pegawai yang mengikuti

Pelatihan Formal

kursus, pelatihan, sosialisasi,
bintek, seminar, lokakarya dan




Perkiraan Realisasi Capaian

Target Klnerja Realisasi Target _dan Realisasi Kinerja Program dan Target Target Renstra Perangkat Daerah
Capaian . Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2018) Program dan >
. Target Kinerja ; s/d Tahun Berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria Program Program Hasil Procram E— Kegiatan - _ _
Kode Pemerintahan Daerah dan (ou tcome(; / Ke ei aﬂtan (c()) i tput) (Renstra dars1 Kelﬁian Target Renja Reahs.a51 ) (Renja Realisasi Capaian Tlngl.(at
Program /Kegiatan g p Perangkat Kegi d Perangkat Renja Tingkat Perangkat Program dan Capaian
Daerah) egiatan s/ Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
Tahun 2018 Daerah 0 ;
Tahun 2018 Tahun 2018 Daerah (%) Tahun 2019) Tahun Berjalan Target
Tahun 2018 (Tahun 2019) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
ujian sertifikasi keahlian
pengadaan barang/ jasa
meningkat
Kegiatan Pelayan Informasi | Tercapaianya pelayanan
Perangkat Daerah Informasi  perangkat daerah
selama 12 bulan
Program Perencanaan dan 12 36
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perencanaan Perangkat Daerah perangkat Daerah yang
tersusun dengan baik

Kegiatan Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Evaluasi

Evaluasi Kinerja Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah

Daerah selama 12 bulan




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib
non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan

keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun | Catatan Analisis
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) 2) (3) %) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12) (13)
A Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Produk Kebijakan PUG 0 0 - - 0 Tercapai
2 Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan 1 1 - - 2 Tercapai
3 Produk Kebijakan Terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur 2 2 - - 2 Tercapai
4 Produk Hukum Kebijakan daerah tentang Kesejahteraan dan 0 0 - - 0 Tercapai
Perlindungan Anak serta responsif hak anak
S Ratio program dan kegiatan responsif gender di provinsi 63 68 - - 63 Belum Tercapai
6 Ratio anggaran responsif gender di Provinsi 26,1 28,3 - - 32 Tercapai
7 Ratio kab/kota yang menerapkan kebijakan gender dalam RPJMD, 72,74 76,37 - - 100 Tercapai
Renstra SKPD dan Renja SKP
8 Jumlah kab/kota yang melaksanakan Anggaran Responsif Hak Anak 2 2 - - 2 Tercapai
9 Jumlah data informasi gender dan anak di Kabupaten/Kota 30 35 - - 30 Tercapai
10 | % OPD Provinsi yang mampu mengelola data dan informasi gender dan 35% 40% - - 35% Tercapai
anak yang berkelanjutan
11 | % kabupaten/kota yang mampu mengelola data dan informasi gender 35% 40% - - 35% Tercapai
secara berkelanjutan
12 IPG 69,4 69,99 - - 92,22 Tercapai
(2016)
13 IDG 71,49 71,99 - - 74,89 Tercapai
(2016)
14 | Persentase partisipasi perempuanbekerija di lembaga pemerintah 2,36 2,32 - -
15 | Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga parlemen 24 24 - - Tercapai
16 | Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta 95,34 95,82 - - Belum Tercapai
17 | Ratio Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak 100 100 - - 100 Tercapai
18 Rasio kabupaten kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan 22,8; 28,6; - - 60,00; Tercapai
dan hak-hak anak 11,4 14,3 60,00
19 | Rasio KDRT pada perempuan dan Anak 0,019 0,017 - - 0,157 Tercapai
20 | Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang 74,84 87,91 - - 74,84 Tercapai
mampu menindaklanjuti pengaduan
21 | Cakupan ketersedian petugas bantuan hukum terlatih untuk 20,6 23,6 - - 20,6 Tercapai
mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA
22 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban 100 100 - - 100 Tercapai
kekerasan
23 | Jumlah Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan perlindungan 2 kab/ 1 kab/ - - 2 kab/ Tercapai
perempuan kelompok rentan kota kota kota




SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Catatan Analisis
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
24 | % anak korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, ABH yang 100 100 - - 100 Tercapai
mendapatkan penanganan responsif anak
25 | Jumlah kelembagaan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan 5 5 lembaga; - - 5 Tercapai
media massa yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dan lembaga; 8 PSW/G lembaga;
perlindungan anak 7 PSW/G 7 PSW/G
26 | Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan 57,1 71,4 - - 83,33 Tercapai
B Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27 Persentase Drop Out KB 13,75 13,50 - - 11,69 Tercapai
28 Persentase Unmet- Need KB 9,25 9 - - 11,71 Belum Tercapai
29 | Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR) 79,50 80 - - 76,89 Belum Tercapai
30 | Jumlah peserta KB Mandiri 3.084.899 | 3.157.478 - - 2.985.83 Belum Tercapai
orang orang 9 orang
31 Persentase anggota UPPKS ber KB 84,25% 84,5% - - 80,02 Belum Tercapai
32 | Persentase Ketersediaan KIE KB-KS di Kab/Kota 100% 100% - - 100% Tercapai
33 | Persentase Kab/Kota yang diadvokasi pengembangan jejaring KB-KS 94,28% 100% - - 94,28% Tercapai
34 | Persentase usia perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 2,18% 2,17% - - 1,11 Tercapai
tahun
35 | Persentase pengembangan KIE tentang HIV/AIDS, NAPZA, PMS di 100% 100% - - 100% Tercapai
Kabupaten/Kota
36 | Jumlah produk hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan - - - - - -
keluarga
37 Persentase Kelompok BKB Aktif 96,45% 96,50% - - 91,85 Belum Tercapai
38 | Persentase kab/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS 100% 100% - - 100% Tercapai
39 | Jumlah Keluarga Pra KS dan KS1 4.556.718 | 4.511.150 - - Belum Tercapai
orang orang
40 | Tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan - - 12 bulan Tercapai
41 | Umur Pakai dan Bertambahnya Aset 12 bulan 12 bulan - - 12 bulan Tercapai
42 | Tingkat Kedisiplinan Pegawai 12 bulan 12 bulan - - 12 bulan Tercapai
43 | Tingkat Capaian Kinerja Fisik Fisik - - Fisik Belum Tercapai
100% 100% 100%
Keuangan Keuangan Keuanga
98,85% 98,90% n 98,61%




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana berjalan dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di
kabupaten/kota telah ditampung dan menjadi bahan penyusunan
program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-
masing kabupaten/kota dengan tetap bersinergi pada capaian target
indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat
kabupaten/kota sendiri. Sinergi tersebut dimulai dari keselarasan
indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan
implementasi kegiatan yang integratif.

Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan
penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan
Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan sinergitas
yang optimal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
pencapaian kinerja pembangunan nasional.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;

2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu
pengembangan,;

3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang
kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian
program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana
yang ada dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Capaian target indikator
kinerja daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tahun 2017 sebanyak 11 indikator dan telah tercapai keseluruhan,



sedangkan capaian target indikator kinerja daerah urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana sebanyak 8 indikator, 3 telah tercapai

dan 5 belum tercapai dengan tingkat capaian rata-rata 92,54%.

Kekurang tercapaian tersebut lebih dikarenakan faktor eksternal yang

berkembang dimasyarakat.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

a.
b.

C.

Rendahnya ketertarikan perempuan menjadi calon legislatif;
Rendahnya akses ekonomi bagi perempuan;

Rendahnya  partisipasi masyarakat dalam  pemberdayaan
perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan

dan anak;

. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit

tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan
keluarga;

Kelompok kerja PUG dan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan
perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak;

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual,

Terbatasnya pedoman pelaksanaan dan sedikitnya implementasi
perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di
kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada

keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan.

2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :

Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;

. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;

Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan

mendukung program KB secara komprehensif;

. Terbatasnya dukungan anggaran sehingga peran KIE program KB

kurang maksimal;



Belum adanya dokumen kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk yang lebih komprehensif;

Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proporsional dan
memadai dengan tuntutan terhadap pelayanan KB;

Menurunnya peran aktif kelompok BKB dalam meningkatkan
ketahanan keluarga;

Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera I yang perlu segera
diberdayakan ekonominya.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat

daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

a.

Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan
pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan;

. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan

penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
melalui KLA;

Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh
Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak serta TPPO;

Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan
hak anak;

Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak;

Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender;

Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan
Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja

Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum



dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak dalam sistem peradilan;

i. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan
kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;

j- Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah
Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;

k. Telah terbentuknya kelompok perlindungan anak desa berbasis
masyarakat.

2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :

a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan
Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga;

b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, RPJMN dan RPJMD dalam penurunan laju
pertumbuhan penduduk;

c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI,
Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam
pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan
keluarga;

d. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti
dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain :

1. Kesenjangan gender

Rata-rata lama sekolah bagi perempuan Tahun 2016 sebesar
6,50 tahun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar
7,59 tahun perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan.
Demikian pula pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan
tahun 2016 sebesar Rp 9.107.000,- per tahun yang masih jauh dari
pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 13.871.000,- per tahun,
artinya akses ekonomi bagi perempuan masih terbatas. Keterwakilan
perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Tahun 2014

sebesar 24%, walaupun meningkat sebesar 3% dari Pemilu 2009



sebesar 21% dipandang masih sangat rendah dalam menyuarakan
dukungan  peningkatan peran = perempuan dalam = proses
pembangunan. Perempuan sebagai tenaga manager, profesional,
administrasi tahun 2016 sebesar 47,47 dan laki-laki sebesar 52,53
sehingga perlu dorongan peningkatan kapasitas bagi perempuan
dalam perannya dalam pengambilan keputusan.
Pemenuhan Hak Anak

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak
dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam
pembangunan pada tahun 2017 sebanyak 21 kabupaten/kota atau
60% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 14
kabupaten/kota lainnya atau 40% perlu didorong pemenuhan
indikator kabupaten/kota layak anak agar pemenuhan hak anak
dapat dirasakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

Korban kekerasan yang terlaporkan terhadap perempuan
dan anak pada tahun 2016 sebanyak 2.434 korban dan pada tahun
2017 dilaporkan sebanyak 2.204 korban, artinya setiap hari terdapat
6 orang perempuan dan anak mengalami kekerasan. Walaupun
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut
sangat tinggi, sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan
penanganannya.
Kesertaan Keluarga Berencana

Kepesertaan KB Aktif tahun 2015 sebesar 78,24% mengalami
kenaikan di tahun 2016 sebesar 78,64% dan pada tahun 2017
menurun menjadi sebesar 76,89%. Sebaliknya, pasangan usia subur
yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB
(unmet need) tahun 2015 sebesar 10,48% menurun di tahun 2016
sebesar 9,95% dan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 11,67%.
Hal tersebut disebabkan tingginya akseptor yang menggunakan alat
kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
terbatasnya jumlah PLKB (1 banding 5) dan takut efek samping.
Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Keaktifan kelompok BKB tahun 2015 sampai dengan tahun

2017 mengalami penurunan. Tahun 2015 sebesar 96,35%, tahun



2016 sebesar 93,45% dan pada tahun 2017 sebesar 90,74%. Hal
tersebut sangat memprihatinkan dalam perkembangan kesehatan
dan tumbuh kembang anak balita di Jawa Tengah. Dikarenakan
kurangnya jumlah kader dan kurangnya waktu orang tua untuk
pendampingan permainan edukatif terhadap anak. Sedangkan
keaktifan kelompok BKR dan BKL mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya.

Demikian pula jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I tahun
2017 masih tinggi sebesar 75,34% dari total jumlah keluarga di Jawa
Tengah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah
terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :



Nama Perangkat Daerah : Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Provinsi Jawa Tengah

Lembar ....... dari ..

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Pagu Kebutuhan h
l:I’é‘:giI:tl:r{ Lokasi Indikator Kinerja C’I:Iagi(:n Indikatif ?:%ﬁ{:g Lokasi Indikator Kinerja C’I;aragf:n Dana Penting
g P (Rp.000) g b (Rp.000)
(1) 2) ©3) (4) (5 (6) (7) (8) &) (10) (11 (12)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 21.127.281 | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 22.015.551
A | Urusan PPPA 10.842.336 | Urusan PPPA 10.928.606
I Program Persentase 25% 6.332.336 Prog'ram Persentase 25% 6.418.606
Penn.lgkatan . peningkatan Pemr'lgkatan . peningkatan
Kualitas Hidup perempuan yang Kualitas Hidup perempuan yang
Perempuan dan mendapatkan Perempuan dan mendapatkan
Anak pendampingan Anak pendampingan
menjadi pelaku menjadi pelaku
usaha ekonomi usaha ekonomi
Persentase 68,57 Persentase 68,57
kabupaten/kota kabupaten/kota
menuju layak anak menuju layak anak
tingkat pratama, tingkat pratama,
tingkat madya dan tingkat madya dan
tingkat nindya tingkat nindya
Persentase data dan 83,33 Persentase data dan 83,33
Informasi PPPA Informasi PPPA yang
yang tersedia tersedia
1 Kegiatan Sragen, 1) Jumlah 30 orang 1.398.181 | Kegiatan Sragen, 1) Jumlah 30 orang 1.398.181
Pemberdayaan Cilacap, perempuan  yang Pemberdayaan Cilacap, perempuan - yang
Perempuan Kebumen telah Perempuan Kebumen telah
mendapatkan mendapatkan
pendampingan pendampingan
menjadi  pelaku menjadi pelaku

usaha ekonomi

usaha ekonomi




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Pagu Kebutuhan CataFan
I;rogratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarget Indikatif P;{rog_ratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarg_et Dana Penting
egiatan apaian (Rp.000) egiatan apaian (Rp.000)
(1) ) 3) (“4) (5 (6) (7) (8) &) (10) (11 (12)
2) Jumlah 2) Jumlah
perempuan yang perempuan yang
mempunyai hak mempunyai  hak
memilih memilih
mendapatkan mendapatkan
pengetahuan pengetahuan
politik politik
2 Kegiatan Jawa Jumlah Perangkat 38 OPD 1.139.155 | Kegiatan Jawa Jumlah Perangkat 38 OPD 1.225.425
Pelembagaan Tengah DaerahProvinsi dan Provinsi Pelembagaan Tengah DaerahProvinsi  dan Provinsi
PUG dan kabupaten/kota yang dan 35 PUG dan kabupaten/kota yang dan 35
Peningkatan melaksanakan kab/kota Peningkatan melaksanakan kab/kota
Kualitas Keluarga perencanaan dan Kualitas Keluarga perencanaan dan
yang  Responsif penganggaran yang  Responsif penganggaran
Gender responsif gender Gender responsif gender
(PPRG) (PPRQG)
3 Kegiatan Jawa Jumlah kabupaten/ 23 1.250.000 | Kegiatan Jawa Jumlah kabupaten/ 24 1.250.000
Pelembagaan Tengah kota menuju layak | kab/kota Pelembagaan Tengah kota menuju layak | kab/kota
Pemenuhan Hak anak tingkat Pemenuhan Hak anak tingkat pratama,
Anak dan pratama, tingkat Anak dan tingkat madya dan
Peningkatan madya dan tingkat Peningkatan tingkat nindya
Kualitas Keluarga nindya Kualitas Keluarga
yang Responsif yang Responsif
Hak Anak Hak Anak
4 | Kegiatan Jawa Jumlah Forum Anak | 34 forum 470.000 | Kegiatan Jawa Jumlah Forum Anak | 34 forum 470.000
Peningkatan Tengah Provinsi dan anak Peningkatan Tengah Provinsi dan kab/kota anak
Partisipasi Anak kab/kota yang provinsi Partisipasi Anak yang terlibat proses provinsi
terlibat proses dan pembangunan dan
pembangunan kab/kota kab /kota
5 | Kegiatan Jawa 1) Jumlah lembaga | 5 federasi 885.000 | Kegiatan Jawa 1) Jumlah lembaga | 5 federasi 885.000
Penguatan dan Tengah masyarakat dalam organisasi Penguatan dan Tengah masyarakat dalam organisasi
Pengembangan pemberdayaan perempua Pengembangan pemberdayaan perempua
Lembaga perempuan yang n Lembaga perempuan yang n
Masyarakat dikuatkan dan Masyarakat dikuatkan dan
Peningkatan dikembangkan Peningkatan dikembangkan
Kualitas Hidup Kualitas Hidup

Perempuan, Anak

Perempuan, Anak




dan Keluarga

dan Keluarga

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pa; Kebutuhan Canﬁan
Program/ Lokasi Indikator Kinerja Target Indﬂ%—;tif Program/ Lokasi Indikator Kinerja Target Dana Penting
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian (Rp.000)
(1) ) 3) (4) (5) (6) (7) (8) &) (10) (11 (12)
2) Jumlah lembaga 20 2) Jumlah lembaga 20
masyarakat dalam lembaga masyarakat dalam lembaga
peningkatan masyarak peningkatan masyarak
kualitas hidup at kualitas hidup at
anak yang anak yang
dikuatkan dan dikuatkan dan
dikembangkan dikembangkan
3) Jumlah lembaga 30 3) Jumlah lembaga 30
masyarakat dalam lembaga masyarakat dalam lembaga
peningkatan masyarak peningkatan masyarak
kualitas keluarga at kualitas keluarga at
yang  dikuatkan yang dikuatkan
dan dan dikembangkan
dikembangkan
6 | Kegiatan Jawa Jumlah laporan data | 5 1.015.000 | Kegiatan Jawa Jumlah laporan data | 5 1.015.000
Penyusunan Data | mengah dan informasi PPA dokumen Penyusunan Data | Tengah dan informasi PPA dokumen
dan Informasi dan Informasi
PPA PPA
v Kegla}tan Layanan | jawa Persentase keluarga 100% 175.000 Keg1a}tan Layanan | jawa Persentase keluarga 100% 175.000
Kualitas Keluarga Tengah dan anak yang Kualitas Keluarga Tengah dan anak yang
berkonsultasi berkonsultasi
peningkatan kualitas peningkatan kualitas
keluarga terlayani keluarga terlayani
II | Program Rasio korban | 5,25 per 4.510.000 | Program Rasio korban | 5,25 per 4.510.000
Perlindungan kekerasan terhadap 100.000 Perlindungan kekerasan terhadap 100.000
Perempuan dan perempuan Perempuan dan perempuan
Anak Anak
Rasio korban | 13 75 per Rasio korban | 13,72 per
kekerasan terhadap | 100.000 kekerasan terhadap | 100.000

anak

anak




1| Kegiatan Jawa | jumlah kasus | 850 kasus |  2.075.000 | Kegiatan Jawa | jumlah kasus | 850 kasus | 2.075.000
Pencegahan dan | Tengah | yekerasan terhadap Pencegahan dan | Tengah | yekerasan terhadap
Advokasi perempuan dewasa Advokasi perempuan dewasa
Penanganan Penanganan
Kekerasan Kekerasan
Terhadap Terhadap
Perempuan Perempuan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Kebutuhan | Catatan
I;rogratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarget Indikatif P;{rog_ratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarg_et Dana Penting
egiatan apaian (Rp.000) egiatan apaian (Rp.000)
(1) @) 3) “4) (5 (6) (7) 8) &) (10) (11 (12)
2 | Kegiatan Jawa | gumlah kasus | 1.075 885.000 | Kegiatan Jawa | jumlah kasus | 1.075 885.000
Pencegahan dan | Tengah | pekerasan terhadap kasus Pencegahan dan | Tengah | pekerasan  terhadap kasus
Pengurangan anak Pengurangan anak
Risiko Kekerasan Risiko Kekerasan
Terhadap Anak Terhadap Anak
3 | Kegiatan Layanan Jawa Persentase 100% 800.000 Kegiatan Layanan Jawa Persentase 100% 800.000
Penanganan Tengah | perempuan dan anak Penanganan Tengah | perempuan dan anak
Korban korban kekerasan Korban korban kekerasan
Kekerasan yang terlaporkan Kekerasan yang terlaporkan
Terhadap mendapat layanan Terhadap mendapat layanan
Perempuan dan sesuai standar Perempuan dan sesuai standar
Anak serta Anak Anak serta Anak
Berhadapan Berhadapan
Hukum (ABH) Hukum (ABH)
4 Kegiatan Jawa Jumlah lembaga | 8 lembaga 650.000 | Kegiatan Jawa Jumlah lembaga | 8 lembaga 650.000
Penguatan dan Tengah layanan Penguatan dan Tengah layanan perlindungan
Pengenmbangan perlindungan Pengenmbangan perempuan/pelayana
Lembaga Layanan perempuan/pelayana Lembaga Layanan n terpadu korban
Perlindungan n terpadu korban Perlindungan kekerasan terhadap
Perempuan kekerasan terhadap Perempuan perempuan yang
perempuan yang difasilitasi penguatan
difasilitasi penguatan dan
dan pengembangannya
pengembangannya
5 Kegiatan Jawa Jumlah lembaga | 15 100.000 | Kegiatan Jawa Jumlah lembaga | 15 100.000
Penguatan dan | Tengah | jayanan lembaga Penguatan dan | 1¢183NM | Jayanan perlindungan | lembaga
Pengenmbangan perlindungan Pengenmbangan anak/pelayanan
Lembaga Layanan anak/pelayanan Lembaga Layanan terpadu  anak yang




Perlindungan terpadu anak yang Perlindungan memerlukan
Anak memerlukan Anak perlindungan khusus
perlindungan khusus (AMPK) yang
(AMPK) yang difasilitasi penguatan
difasilitasi penguatan dan
dan pengembangannya
pengembangannya
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Kebutuhan CataFan
1;{rogratm/ Lokasi Indikator Kinerja cTarget Indikatif P;{rog_ratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarg_et Dana Penting
egiatan apaian (Rp.000) egiatan apaian (Rp.000)
(1) @) 3) “4) (5 (6) (7) 8) &) (10) (11 (12)
B | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 11.284.945 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 11.086.945
I Program Persentase 28,90 9.006.945 | Program Persentase 28,90 9.006.945
Pengendalian penggunaan Pengendalian penggunaan
Penduduk dan kontrasepsi jangka Penduduk dan kontrasepsi jangka
Peningkatan panjang (MKJP) Peningkatan panjang (MKJP)
Kesertaan Kesertaan
Keluarga Persentase provinsi 8,33 Keluarga Persentase provinsi 8,33
Berencana dan kabupaten/kota Berencana dan kabupaten/kota
yang memiliki yang memiliki
kebijakan kebijakan
pengendalian pengendalian
penduduk penduduk
Unmet Need KB 11,35 Unmet Need KB 11,35
Persentase 100 Persentase 100
organisasi organisasi
masyarakat/mitra masyarakat/mitra
kerja dalam kerja dalam program
program KB tingkat KB tingkat daerah
daerah yang aktif yang aktif
1| Kegiatan Jawa | gumlah peserta KB | 1.468.942 5.243.703 | Kegiatan Jawa | jumlah peserta KB | 1.468.942 5.243.703
Peningkatan Tengah | ygJp orang Peningkatan Tengah | Mg jp orang
Kesertaan KB Kesertaan KB
MKJP MKJP
2 | Kegiatan Provinsi, | 1) jumlah kebijakan 3 1.160.000 | Kegiatan Provinsi, | 1) jumlah kebijakan 3 1.160.000
Pemaduan Kota pengendalian kebijakan Pemaduan Kota pengendalian kebijakan
Kebijakan dan | Semaran penduduk tingkat Kebijakan dan | Semaran penduduk tingkat
Pengintegrasian g dan provinsi dan Pengintegrasian g dan provinsi dan




pendidikan Banyuma kab/kota yang pendidikan Banyuma kab/kota yang
kependudukan s disusun kependudukan s disusun
Jawa | 9) Jumlah SLTA | 35SLTA Jawa | 2) Jumlah SLTA yang | 35 SLTA
Tengah yang mendapat Tengah mendapat
pengetahuan pengetahuan
pengendalian pengendalian
penduduk penduduk
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Pagu Kebutuhan :
l;)é‘:g;:tl:r{ Lokasi Indikator Kinerja C’I:Iagi(:n Indikatif ?:gil:t{:r{ Lokasi Indikator Kinerja C’I;aragf:n Dana Penting
g p (Rp.000) g P (Rp.000)
(1) ) 3) (4) (5 (6) (7) (8) &) (10) (11) (12)
3 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 2 300.000 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 2 300.000
Pemetaan Tengah | jnformasi dokumen Pemetaan Tengah | informasi dokumen
Pengendalian kependudukan dan Pengendalian kependudukan  dan
Penduduk KB tingkat provinsi Penduduk KB tingkat provinsi
4 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 1 100.000 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 1 100.000
Penyediaan Profil | 1engah | qata  kependudukan | dokumen Penyediaan Profil | 1€088h | qata  kependudukan | dokumen
Kependudukan dan KB tingkat Kependudukan dan KB tingkat
dan KB provinsi yang dan KB provinsi yang
dipublikasikan dipublikasikan
5 | Kegiatan Jawa | jymlah PUS yang | 750.278 2.143.242 | Kegiatan Jawa | jymlah PUS yang | 750.278 2.143.242
Penggerakan dan Tengah ingin anak ditunda orang Penggerakan dan Tengah ingin anak ditunda orang
Pengembangan' dan tidak ingin anak Pengembangan_ dan tidak ingin anak
KIE Pengendalian lagi, tidak berKB KIE Pengendalian lagi, tidak berKB
Penduduk dan Penduduk dan
KB KB
6 | Kegiatan Jawa Jumlah ormas/mitra 20 60.000 | Kegiatan Jawa Jumlah ormas/mitra 20 60.000
Peningkatan Tengah kerja yang | ormas/mi Peningkatan Tengah kerja yang | ormas/mi
Peran . Serta ditingkatkan  peran tra kerja Peran L Serta ditingkatkan peran tra kerja
Organisasi sertanya dalam Organisasi sertanya dalam
Mgsyarakgt dan program KB Mgsyarakgt dan program KB
Mitra Kerja dalam Mitra Kerja dalam
Program KB Program KB
II | Program Persentase 92 1.278.000 | Program Persentase kelompok 92 2.080.000
Keluarga kelompok tribina Keluarga tribina yang aktif
Sejahtera yang aktif Sejahtera
Persentase UPPKS 89,75 Persentase UPPKS 89,75




yang aktif yang aktif
1 | Kegiatan Jawa | juymlah  kelompok | 27.151 700.000 | Kegiatan Jawa | jumlah kelompok | 27.151 1.450.000
Advokasi Tengah Tribina yang aktif kelompok Advokasi Tengah | Tribina yang aktif kelompok
Ketahanan Ketahanan
Keluarga Keluarga
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Pagu Kebutuhan .
lzg%ﬁglr{ Lokasi Indikator Kinerja Cgarfiztn Indikatif };{rg%l;il:r{ Lokasi Indikator Kinerja C’garfiztn Dana Penting
g p (Rp.000) g P (Rp.000)
(1) @) 3) “4) (5 (6) (7) 8) &) (10) (11 (12)
2 | Kegiatan Jawa Jumlah ormas/mitra | 2 ormas/ 128.000 | Kegiatan Jawa Jumlah ormas/mitra | 2 ormas/ 180.000
Peningkatan Tengah kerja yang | mitra Peningkatan Tengah kerja yang | mitra
Peran ~  Serta ditingkatkan  peran | kerja Peran = Serta ditingkatkan  peran | kerja
Organisasi sertanya dalam Organisasi sertanya dalam
Masyarakat dan program ketahanan Masyarakat _dan program  ketahanan
Mitra Kerja dan  kesejahteraan Mitra Kerja dan kesejahteraan
Dalam keluarga Dalam keluarga
Pembangunan Pembangunan
Keluarga Keluarga
3 | Kegiatan Jawa | jumlah  kelompok | 18.629 450.000 | Kegiatan Jawa | jumlah = kelompok | 18.629 450.000
Advokasi Tengah | UPPKS yang aktif kelompok Advokasi Tengah | yppPKS yang aktif kelompok
Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
NON URUSAN 5.674.504 | NON URUSAN 6.922.197
A | NON URUSAN 5.674.504 | NON URUSAN 6.922.197
I Progrflm Persentase 100% 5.091.231 Progr?.m Persentase 100% 6.332.197
Mana.\_le.men ) ketercapaian Mana'\.]e.men . ketercapaian
Administrasi pelayanan  umum, Administrasi pelayanan umum,
Pelayanan kepegawaian, Pelayanan kepegawaian,
Umum, . keuangan perangkat Umum, . keuangan perangkat
Kepegawaian daerah Kepegawaian daerah
dan Keuangan dan Keuangan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
1 Kegiatan Jawa Jumlah Laporan | 4 Jenis 320.500 | Kegiatan Jawa Jumlah Laporan | 4 Jenis 345.000
Administrasi Tengah Keuangan PD (jenis) Administrasi Tengah Keuangan PD (jenis)




Pelayanan
Keuangan
Perangkat Daerah

Pelayanan
Keuangan
Perangkat Daerah

Jawa

Jawa

Kegiatan Jumlah bulan | 12 bulan 14.000 | Kegiatan Jumlah bulan | 12 bulan 14.000
Pelayanan  Jasa Tengah terpenuhinya Pelayanan  Jasa Tengah terpenuhinya
Surat Menyurat pelayanan jasa surat Surat Menyurat pelayanan jasa surat
dan Kearsipan menyurat dan dan Kearsipan menyurat dan
Perangkat Daerah kearsipan Perangkat Perangkat Daerah kearsipan Perangkat
Daerah Daerah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Kebutuhan | Catatan
li{rogratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarget Indikatif };{rogratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarget Dana Penting
egiatan apaian (Rp.000) egiatan apaian (Rp.000)
(1) ) 3) (4) (5) (6) (7) (8) &) (10) (11) (12)
3 | Kegiatan Jawa | jumlah bulan | 12 bulan 735.497 | Kegiatan Jawa | jumlah bulan | 12 bulan 735.497
Penyediaan Jasa | 1€P82h | terpenuhinya  Jasa Penyediaan Jasa | €083 | terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Air Komunikasi, Air dan Komunikasi, Air Komunikasi, Air dan
dan Listrik Listrik Perangkat dan Listrik Listrik Perangkat
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah
4 | Kegiatan Jawa | jumlah bulan | 12 bulan 85.000 | Kegiatan Jawa | jumlah bulan | 12 bulan 91.000
Penyediaan Tengah | terpenuhinya  premi Penyediaan Tengah | terpenuhinya  premi
Jaminan Barang asuransi barang Jaminan Barang asuransi barang milik
Milik Daerah milik daerah Milik Daerah daerah
5 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 750.000 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 850.000
Penyediaan Jasa | 16P82h | terpenuhinya  jasa Penyediaan Jasa | €081 | terpenuhinya jasa
Kebersihan dan Kebersihan dan Kebersihan dan Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
6 | Kegiatan  Rapat Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 600.000 | Kegiatan  Rapat Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 600.000
Koordinasi dan | T1€Phgah | terpenuhinya Koordinasi dan | T€Ngh | terpenuhinya
Konsultasi Dalam pelaksanaan rapat- Konsultasi Dalam pelaksanaan  rapat-
dan Luar Daerah rapat koordinasi dan dan Luar Daerah rapat koordinasi dan
Perangkat Daerah konsultasi ke dalam Perangkat Daerah konsultasi ke dalam
dan luar daerah dan luar daerah
7 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 150.000 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 150.000
Pelayanan Tengah | terpenuhinya Pelayanan Tengah | terpenuhinya
Penyediaan Penyediaan =~ Makan Penyediaan Penyediaan Makan
Makan Minum Minum Rapat Makan Minum Minum Rapat




Rapat Perangkat Perangkat Daerah Rapat Perangkat Perangkat Daerah
Daerah Daerah
8 Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 16.000 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 16.000
Penyediaan Tengah tercukupinya Penyediaan Tengah tercukupinya
Bahan kebutuhan Bahan Bahan kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buku Bacaan/Buku Bacaan/Buku
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Kebutuhan | Catatan
P;ogim/ Lokasi Indikator Kinerja CTarget Indikatif };rog_ratm/ Lokasi Indikator Kinerja CTarg_et Dana Penting
egiatan apaian (Rp.000) egiatan apaian (Rp.000)
(1) ) 3) (4) (5) (6) (7) (8) &) (10) (11) (12)
9 | Kegiatan Jawa | gumlah bulan | 12 bulan 575.000 | Kegiatan Jawa | jumlah bulan | 12 bulan 457.500
Pemeliharaan Tengah | terpenuhinya Pemeliharaan Tengah | terpenuhinya
Rutin/ Berkala Pemeliharaan Rutin/ Rutin/ Berkala Pemeliharaan Rutin/
Rumah Berkala Rumah Rumah Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/ Kendaraan Kantor/ Kantor/ Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasion Perangkat Daerah Dinas/Operasion Perangkat Daerah
al Perangkat al Perangkat
Daerah Daerah
10 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 183.000 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 409.700
Pemeliharaan Tengah | tercukupinya Pemeliharaan Tengah | tercukupinya
Rutin  /Berkala Pemeliharaan Rutin Rutin  /Berkala Pemeliharaan  Rutin
Sarana Kantor /Berkala Sarana Sarana Kantor /Berkala Sarana
dan Rumah Kantor dan Rumah dan Rumah Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah Daerah Daerah
11 | Kegiatan Jawa | gumlah unit | 51 unit 325.000 | Kegiatan Jawa | jumlah unit | 51 unit 741.500
Penyediaan Tengah | penyediaan  sarana Penyediaan Tengah | penyediaan sarana
Sarana dan dan prasarana kantor Sarana dan dan prasarana kantor
Prasarana Kantor perangkat daerah Prasarana Kantor perangkat daerah
12 | Kegiatan Rehab Jawa Jumlah Unit Gedung | 1 unit 530.000 | Kegiatan Rehab Jawa Jumlah Unit Gedung | 1 unit 1.025.000
Gedung Kantor | Tengah Yang Direhab Gedung Kantor | Tengah | Yang Direhab

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




13 | Kegiatan Jawa Jumlah Unit | 7 unit 630.000 | Kegiatan Jawa Jumlah Unit | 7 unit 630.000
Pengadaan Tengah Kendaraan Dinas Pengadaan Tengah Kendaraan Dinas
Kendaraan Yang Diadakan Kendaraan Yang Diadakan
Dinas/Operasion Dinas/Operasion
al al
14 | Kegiatan Jawa Jumlah unit pakaian | 200 unit 65.000 | Kegiatan Jawa Jumlah unit pakaian | 200 unit 86.000
Pengadaan Tengah dinas yang diadakan Pengadaan Tengah dinas yang diadakan
Pakaian Dinas Pakaian Dinas
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Pagu Kebutuhan :
l;’é‘ogiratmr{ Lokasi Indikator Kinerja CTargietn Indikatif F;{rogiratmr{ Lokasi Indikator Kinerja CTargietn Dana Penting
egiata apaia (Rp.000) egiata apaia: (Rp.000)
(1) 2) ©3) (4) (5 (6) (7) (8) &) (10) (11 (12)
15 | Kegiatan Jawa Jumlah ASN yang | 20 orang 20.000 | Kegiatan Jawa Jumlah ASN yang | 20 orang 20.000
Pendidikan  dan Tengah mengikuti Pendidikan dan Tengah mengikuti
Pelatihan Formal diklat/workshop/bint Pelatihan Formal diklat/workshop/bint
ek/seminar ek/seminar
16 | Kegiatan Jawa Jumlah laporan | 3 92.234 | Kegiatan Jawa Jumlah laporan | 3 86.000
Pelayanan Tengah informasi public | dokumen Pelayanan Tengah informasi public | dokumen
Informasi perangkat daerah Informasi perangkat daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
17 Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan 75.000
pengelolaan Tengah | terpenuhinya
administrasi pelayanan
kepegawaian kepegawaian
perangkat daerah perangkat daerah
II | Program Persentase 100% 583.273 | Program Persentase 100% 590.000
Perencanaan dan ketercapaian Perencanaan dan ketercapaian
Evaluasi Kinerja perencanaan dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan
Perangkat evaluasi kinerja Perangkat evaluasi kinerja OPD
Daerah OPD Daerah
1| Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 3 378.436 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 3 385.000
Penyusunan Tengah | perencanaan dokumen Penyusunan Tengah | perencanaan dokumen
Dokumen perangkat daerah Dokumen perangkat daerah
Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 1 204.837 | Kegiatan Jawa Jumlah dokumen 1 205.000
Penyusunan Tengah evaluasi kinerja dokumen Penyusunan Tengah evaluasi kinerja dokumen




Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dokumen
Evaluasi

Kinerja

Perangkat Daerah

Total Keseluruhan

26.801.785

28.937.748




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagaimana tabel sebagai berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Tabel 2.4

Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah

No | Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
URUSAN PPPA
I Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan Dan
Anak
1 Kegiatan Sragen, - Jumlah  perempuan | 30 orang | Sasaran:
Pemberdayaan Kebumen, yang telah Prioritas
Perempuan Cilacap mendapatkan Daerah
pendampingan miskin
menjadi pelaku usaha
ekonomi
35 - Jumlah perempuan 1.160
Kab/Kota yang mempunyai hak orang
memilih dalam pemilu
mendapatkan
pengetahuan politik
2 | Pelembagaan PUG | Provinsi Jumlah Perangkat 38 OPD
dan Peningkatan | Jawa Daerah Provinsi dan Provinsi
Kualitas Keluarga | Tengah kabupaten/kota  yang dan 35
yang Responsif melaksanakan kab/kota
Gender Perencanaan dan
Penganggaran Responsif
Gender (PPRG)
3 | Kegiatan Provinsi Jumlah 23
Pelembagaan Jawa Kabupaten/Kota Kab/Kota
Pemenuhan Hak | Tengah Menuju Layak Anak
Anak dan Tingkat Pratama dan
Peningkatan Tingkat Madya
Kualitas Keluarga
yang Responsif
Hak Anak
4 | Peningkatan Provinsi Jumlah Forum Anak | 34 forum
Partisipasi Anak Jawa Provinsi dan Kab/Kota | anak prov
Tengah dan | yang terlibat proses dan
Salatiga, pembangunan kab/kota
Purbalingga,




Besaran/

No | Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Blora,
Kendal
S | Kegiatan Provinsi - Jumlah lembaga | 5 lembaga
Penguatan dan | Jawa masyarakat dalam | perempuan
Pengembangan Tengah pemberdayaan
Lembaga perempuan yang
Masyarakat dikuatkan dan
Peningkatan dikembangkan
Kualitas Hidup
Perempuan, Anak
dan Keluarga
Provinsi - Jumlah lembaga | 20 lembaga
Jawa masyarakat dalam | masyarakat
Tengah peningkatan kualitas
hidup anak yang
dikuatkan dan
dikembangkan
Provinsi - Jumlah lembaga | 30 lembaga
Jawa masyarakat dalam | masyarakat
Tengah peningkatan kualitas
keluarga yang
dikuatkan dan
dikembangkan
6 | Kegiatan Layanan | Provinsi Persentase keluarga dan 100
Kualitas Keluarga | Jawa anak yang berkonsultasi
Tengah peningkatan kualitas
keluarga terlayani
7 | Kegiatan Provinsi - Jumlah dokumen | 5 dokumen
Penyusunan Data | Jawa Profil dan analisis
dan Informasi | Tengah data Gender dan Anak
PPPA yang disusun
- Jumlah jenis KIE 8 jenis
perempuan dan anak
yang disediakan
II | Program
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
1 Kegiatan Provinsi Jumlah kasus | 850 kasus
Pencegahan dan | Jawa kekerasan terhadap
Advokasi Tengah perempuan
Penanganan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan dan
Kelompok Rentan
2 Kegiatan Provinsi Jumlah kasus | 1075 kasus
Pencegahan dan | Jawa kekerasan terhadap
Pengurangan Tengah anak
Risiko Kekerasan
Terhadap Anak
3 Layanan Provinsi Persentase perempuan 100%
penanganan Jawa dan anak
korban kekerasan | Tengah korban kekerasan yang
terhadap terlaporkan
perempuan mendapat layanan

dan anak serta
Anak
Berhadapan

sesuai standar




Besaran/

No | Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
hukum
(ABH)
4 | Penguatan dan Provinsi Jumlah lembaga 8 lembaga
Pengembangan Jawa layanan perlindungan
Lembaga Layanan | Tengah perempuan/pelayanan
Perlindungan terpadu korban
Perempuan kekerasan terhadap
perempuan yang
difasilitasi penguatan
dan
pengembangannya
S | Penguatan dan Provinsi Jumlah lembaga 15
Pengembangan Jawa layanan perlindungan Kelompok
Lembaga Layanan | Tengah anak/pelayanan
Perlindungan terpadu Anak Yang
Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus
(AMPK) yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya
URUSAN DALDUK KB
III | Program
Pengendalian
Penduduk
dan Peningkatan
Kesertaan
Keluarga
Berencana
1 Kegiatan 35 Jumlah  Peserta KB | 1.468.942 | Sasaran :
Peningkatan Kab/Kota MKJP Orang Prioritas
kesertaan Daerah
KB MKJP miskin
2 | Kegiatan Provinsi - Jumlah kebijakan 3
Pemaduan Jawa pengendalian Kebijakan
Kebijakan Tengah penduduk tingkat
Dan provinsi dan kab/kot
Pengintegrasian yang disusun,;
Pendidikan
Kependudukan
- Jumlah SLTA yang 35 SLTA
mendapat
pengetahuan
pengendalia
penduduk
3 | Kegiatan Provinsi Jumlah dokumen 2 dok
Pemetaan Jawa informasi
Pengendalian Tengah kependudukan dan KB
Penduduk tingkat provinsi
4 | Kegiatan Provinsi Jumlah dokumen data 1 dok
Penyediaan profil Jawa kependudukan
kependudukan Tengah dan KB tingkat provinsi
dan KB yang
dipublikasikan
S | Kegiatan Provinsi Jumlah PUS yang ingin 750278
Penggerakan dan Jawa anak ditunda Orang
Pengembangan Tengah dan tidak ingin anak
KIE lagi, tidak berKB
pengendalian
penduduk




Besaran/

No | Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dan KB
6 | Peningkatan Peran | Provinsi Jumlah ormas/mitra 20
Serta Organisasi Jawa kerja yang kelompok
Masyarakat dan Tengah ditingkatkan peran
Mitra sertanya dalam
Kerja dalam program KB
program
KB
IV | Program Keluarga
Sejahtera
1 Kegiatan Advokasi | Provinsi Jumlah kelompok 27.151
Ketahanan Jawa Tribina yang aktif kelompok
Keluarga Tengah
2 | Advokasi Provinsi Jumlah kelompok 18.629 Sasaran :
Kesejahteraan Jawa UPPKS yang aktif kelompok | Prioritas
Keluarga Tengah Daerah
miskin
3 | Peningkatan Peran | Provinsi Jumlah ormas/mitra 2 ormas
Serta  Organisasi | Jawa kerja yang ditingkatkan
Masyarakat dan | Tengah peran sertanya dalam
Mitra Kerja Dalam program ketahanan dan
Pembangunan kesejahteraan keluarga

Keluarga




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan mengusung tema “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas
nasional antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomimelalui pertanian, industri, dan jasa
produksi;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu
Gubernur dalam  pelaksanaan urusan  pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi
kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan
komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi

masyarakat.

Prioritas nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah tersebut yaitu prioritas nasional ke-1 “Pembangunan manusia

melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar”.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2)
pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala
bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan
pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak;

3. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran
difokuskan pada :
1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan
hak anak;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;

4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 3.1.
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025

dengan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

No TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2005 — 2025 TAHUN 2019

SASARAN ARAH PEMBANGUNAN TUJUAN SASARAN

1 | Misi 6:

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan
penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan

gender

Terwujudnya Mewujudkan  kehidupan
kehidupan masyarakat yang
masyarakat yang sejahtera, aman, damai

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

sejahtera, aman,
damai dan bersatu
dalam wadah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
(NKRI) didukung
dengan kepastian

dan bersatu dalam wadah
negara kesatuan republik
indonesia (nkri) didukung
dengan kepastian hukum
dan penegakan HAM serta
keadilan dan kesetaraan
gender :
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No

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005 - 2025

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
TAHUN 2019

SASARAN

ARAH PEMBANGUNAN

TUJUAN

SASARAN

hukum dan
penegakan HAM
serta keadilan dan
kesetaraan gender

1. Pengembangan

sistem pembangunan
kependudukan yang

diarahkan pada
pengendalian laju
pertumbuhan dan
persebaran

penduduk serta
mewujudkan
keluarga  sejahtera,
sehingga tercipta
kondisi

kependudukan yang
terkendali dan
kesejahteraan
keluarga
meningkat.
Pengendalian jumlah
dan laju
pertumbuhan
penduduk dilakukan
melalui peningkatan
pelayanan  keluarga
berencana dan
kesehatan reproduksi
yang terjangkau,
informatif, bermutu,
aman dan efektif
serta  perlindungan
hak-hak reproduksi
secara bertanggung
jawab, bebas dari
diskriminasi, tanpa
paksaan dan
kekerasan menuju
terbentuknya
keluarga kecil yang
berkualitas, baik
karena keharmonisan
maupun karena
didukung oleh
tertatanya
administrasi
kependudukan)

yang

1. Mewujudkan
keluarga kecil
berkualitas

1. Meningkatnya

kesertaan
keluarga
berencana

2. Meningkatnya

ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

. Pengembangan

sistem pembangunan

2.Meningkatkan
kualitas

3. Meningkatnya

peran perempuan

pemberdayaan hidup dalam
perempuan dan anak | Perempuan pembangunan
yang diarahkan pada dan anak dan pemenuhan
hak k
memperkuat ax ana
kelembagaan, 3.Meningkatkan [4. Menurunnya
pangarusutamaan perlindungan kasus kekerasan
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No

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005 - 2025

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
TAHUN 2019

SASARAN

ARAH PEMBANGUNAN

TUJUAN SASARAN

gender dan anak
dalam pembangunan,
sehingga keadilan
gender terjamin
dalam berbagai
perundangan,
program
pembangunan, dan
kebijakan publik
untuk  memberikan
lebih besar peran
perempuan di
berbagai bidang
pembangunan  dan
menurunkan jumlah

tindak kekerasan,
eksploitasi, dan
diskriminasi

terhadap perempuan.

perempuan terhadap

dan anak

perempuan dan
anak

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah beserta indikatornya

yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dapat dilihat

pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

TARGET TARGET
KINERJA KINERJA
NO TUJUAN INT]?JI}I{I?XS R TUJUAN SASARAN H;EISI;?QTA?\]R SASARAN
TAHUN TAHUN
2019 2019
1 2 3 4 S ) 7
1 | Meningkatkan | 1. Sumbangan 34,18 . Meningkatn | Persentase 33,50
kualitas hidup Perempuan ya peran kontribusi
perempuan dalam perempuan | perempuan
dan anak pendapatan dalam dalam
kerja pembangun | pekerjaan
an dan upahan di
pemenuhan | sektor non
hak anak pertanian
. Persentase 71,43 Persentase 22,86
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota yang
Menuju menerapkan
Layak Anak kebijakan
afirmatif
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TARGET TARGET
KINERJA KINERJA
NO TUJUAN INTlﬂ?égg R TUJUAN SASARAN IZIA)ISIE;TA?\IR SASARAN
TAHUN TAHUN
2019 2019
1 2 3 4 S 9] 7
pemenuhan
hak anak
3. Rasio 8,37 per . Menurunny | Rasio kasus 7,10 per
kekerasan 100.000 a kasus kekerasan 100.000
terhadap kekerasan terhadap
perempuan terhadap perempuan
dan anak perempuan | dan anak
dan anak
2 | Mewujudkan Angka 2,20 . Meningkatn | Angka 77,00
keluarga kecil | kelahiran total ya pemakaian
berkualitas (Total Fertility kesertaan kontrasepsi/
Rate/TFR) keluarga CPR
berencana
. Meningkatn | Persentase 18,8
ya keluarga pra
ketahanan sejahtera
dan
kesejahtera
an keluarga

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran

Renja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target indikator
pembangunan daerah tahun 2019 dan sebagai bagian integral dalam
rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah belum tersusun menunggu Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih, maka rumusan program dan kegiatan tahun
2019 yang disusun guna mendukung capaian visi pembangunan daerah
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025 yaitu “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan
Lestari” dan misi ke — 6, yaitu “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan
dan arah

penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender”

pembangunan pada tahapan RPJMD III (Tahun 2015-2019) yaitu :
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1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah
Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada “Penguatan
sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan

persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri”;

. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan

bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta
keadilan dan kesetaraan gender, dengan fokus pada “Penguatan
pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender
dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja

sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila”.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2019  juga

mempertimbangkan untuk mendukung pencapaian SDG’s dengan

indikator antara lain :

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan;

Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender
dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;

Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Persentase cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan;

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan rujukan yang
mendapat layanan,;

Persentase korban kekerasan terhadap anak perempuan;

Rasio KDRT pada perempuan dan anak;

Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen;
Unmet Need;

Produk hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga;

Jumlah kebijakan daerah yang mendudukung keadilan gender dan
perlindungan anak;

Jumlah peraturan/ kebijakan di daerah yang mendukung
pemberdayaan dan perlindungan perempuan,;

Jumlah kebijakan pembangunan kependudukan dan KB;
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15. Jumlah media promosi pemberdayaan perempuan melalui teknologi
informasi dan komunikasi;

16. Rasio anggaran responsive gender di SKPD provinsi;

17. Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan;

18. Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR).

Program dan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung
pengentasan kemiskinan dalam prioritas pembangunan melalui
penyediaan basic life access (klaster 1) dan penguatan sustainable

livelihood (klaster 2 dan 3).

Pengembangan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah/lokal setempat menjadi
pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan utamanya untuk
pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender di

bidang ekonomi.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
mencakup 6 program dan 38 kegiatan, yang terdiri 2 program guna
mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
(12 kegiatan), 2 program guna mendukung urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana (9 kegiatan), dan 2 program guna

mendukung eks BAU non urusan (17 kegiatan).

Lokasi program dan kegiatan tersebar di kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan alokasi yang berlebih
pada 15 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan
kelompok sasaran kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan funsi

perangkat daerah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar
Rp 22.000.000.000,- dengan rincian pagu indikatif pada urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar
Rp 8.318.340.000,-; pagu indikatif pada urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana sebesar Rp 8.470.791.000,-; dan pagu indikatif
pada eks BAU non urusan sebesar Rp 5.210.869.000,-.
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Program dan kegiatan Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
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Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Jawa Tengah
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Lembar ....... dari .......

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019

Urusan/ Bidang Rencana Tahun 2020
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode . )
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu ngber Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
02 URUSAN WAJIB NON 22.000.000.000 30.266.769.000
PELAYANAN DASAR
02 | 02 BIDANG URUSAN 8.318.340.000 11.168.500.000
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02 (02|15 Program Peningkatan | - Persentase peningkatan 25% 4.890.740.000 30% 6.823.500.000
Kualitas Hidup perempuan yang
Perempuan dan Anak mendapatkan
pendampingan menjadi
pelaku usaha ekonomi
— Persentase kabupaten/ 68,57 71,43
kota menuju layak anak
tingkat pratama, tingkat
madya dan tingkat nindya




Urusan/ Bidang
Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program/

Rencana Tahun 2019

Catatan

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan b Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu ng er Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
— Persentase data dan 83,33 83,33
Informasi PPPA  yang
tersedia
02 | 02 | 15 | 01 | Kegiatan Pemberdayaan | 1) Jumlah perempuan yang | Sragen, 30 orang 1.103.091.000 | APBD 30 orang 1.400.000.000
Perempuan telah mendapatkan | Cilacap, Provinsi
pendampingan menjadi | Kebumen
pelaku usaha ekonomi
2) Jumlah perempuan yang | 35 kab/kota | 1.160 orang 1.160
mempunyai hak memilih orang
mendapatkan
pengetahuan politik
02 | 02 | 15 | 02 | Kegiatan Pelembagaan | Jumlah Perangkat | Jawa 38 OPD 890.849.000 | APBD 38 OPD 1.300.000.000
PUG dan Peningkatan | DaerahProvinsi dan | Tengah Provinsi dan Provinsi Provinsi
Kualitas Keluarga yang | kabupaten/kota yang 35 kab/kota dan 35
Responsif Gender melaksanakan perencanaan kab/kota
dan penganggaran responsif
gender (PPRG)
02 | 02 | 15 | 03 | Kegiatan Pelembagaan | Jumlah kabupaten/kota | Jawa 24 kab/kota 927.200.000 | APBD 24 1.300.000.000
Pemenuhan Hak Anak | menuju layak anak tingkat | Tengah Provinsi kab/kota
dan Peningkatan | pratama, tingkat madya dan
Kualitas Keluarga yang | tingkat nindya
Responsif Hak Anak
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode . .
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu ngber Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
02 | 02 | 15 | 04 | Kegiatan  Peningkatan | Jumlah Forum Anak Provinsi Jawa 34 forum 380.000.000 | APBD 34 forum 500.000.000
Partisipasi Anak dan kab/kota yang terlibat Tengah anak Provinsi anak
proses pembangunan provinsi dan provinsi
kab/kota dan
kab/kota
02 |02 | 15 | 05 | Kegiatan Penguatan | 1) jumlah lembaga Jawa 5 federasi 672.600.000 | APBD 5 federasi 973.500.000
dan Pengembangan masyarakat dalam Tengah organisasi Provinsi organisasi
Lembaga  Masyarakat pemberdayaan perempuan perempuan perempua
Peningkatan  Kualitas yang dikuatkan dan n
Hidup Perempuan, dikembangkan
Anak dan Keluarga
2) Jumlah lembaga Jawa 20 lembaga 20
masyarakat dalam Tengah masyarakat lembaga
peningkatan kualitas masyarak
hidup anak yang at
dikuatkan dan
dikembangkan
3) Jumlah lembaga Jawa 30 lembaga 30
masyarakat dalam Tengah masyarakat lembaga
peningkatan kualitas masyarak
keluarga yang dikuatkan at
dan dikembangkan
02 | 02 | 15 | 06 | Kegiatan  Penyusunan | jumilah laporan data dan Jawa 5 dokumen 784.000.000 | APBD 5 1.170.000.000
Data dan Informasi PPA | informasi PPA Tengah Provinsi dokumen
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode . .
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu g?n:r Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
02 | 02 | 15 | 07 | Kegiatan Layanan | persentase  keluarga dan Jawa 100% 133.000.000 | APBD 100% 180.000.000
Kualitas Keluarga anak yang berkonsultasi Tengah Provinsi
peningkatan kualitas
keluarga terlayani
02 (02| 16 Program Perlindungan | - Rasio korban kekerasan 5,25 per 3.427.600.000 5,19 per 4.345.000.000
Perempuan dan Anak terhadap perempuan 100.000 100.000
— Rasio korban kekerasan 13,72 per 13,62 per
terhadap anak 100.000 100.000
02 | 02 | 16 | 01 | Kegiatan  Pencegahan | jumlah kasus kekerasan Jawa 850 kasus | 1.571.000.000 | APBD 850 kasus | 1.800.000.000
dan Advokasi terhadap perempuan dewasa Tengah Provinsi
Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan
02 | 02 | 16 | 02 | Kegiatan ~ Pencegahan | jumlah kasus kekerasan Jawa 1.075 kasus | 672.600.000 | APBD 1.075 900.000.000
dan Pengurangan terhadap anak Tengah Provinsi kasus
Risiko Kekerasan
Terhadap Anak
02 | 02 | 16 | 03 | Kegiatan Layanan | Persentase perempuan dan Jawa 100% 608.000.000 | APBD 100% 880.000.000
Penanganan Korban | anak korban kekerasan yang Tengah Provinsi
Kekerasan Terhadap | terlaporkan mendapat
Perempuan dan Anak | layanan sesuai standar
serta Anak Berhadapan
Hukum (ABH)
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Urusan/ Bidang
Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program/

Rencana Tahun 2019

Catatan

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan b Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu ng er Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
02 | 02 | 16 | 04 | Kegiatan Penguatan | Jumlah lembaga layanan Jawa 8 lembaga 500.000.000 APBD ) 8 lembaga 655.000.000
dan Pengenmbangan | perlindungan Tengah Provinsi
Lembaga Layanan | perempuan/pelayanan
Perlindungan terpadu korban kekerasan
Perempuan terhadap perempuan yang
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya
02 | 02 | 16 | 05 | Kegiatan Penguatan | Jumlah lembaga layanan Jawa 15 lembaga 76.000.000 APE’D ) 15 110.000.000
dan Pengembangan | perlindungan Tengah Provinsi lembaga
Lembaga Layanan | anak/pelayanan terpadu
Perlindungan Anak anak yang memerlukan
perlindungan khusus (AMPK)
yang difasilitasi penguatan
dan pengembangannya
02 | 08 BIDANG URUSAN 8.4'70.791.000 11.537.269.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
02 | 08 | 15 Program Pengendalian | - Persentase penggunaan 28,90 6.889.991.000 29,35 9.337.269.000
Penduduk dan kontrasepsi jangka
Peningkatan panjang (MKJP)
g:::;izanl; Keluarga — Unmet Need KB 11,35 11,00
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode hd . .
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
— Persentase provinsi dan 8,33 16,66
kabupaten/kota yang
memiliki kebijakan
pengendalian penduduk
— Persentase organisasi 100 100
masyarakat/mitra kerja
dalam program KB tingkat
daerah yang aktif
02 | 08 | 15 | 01 | Kegiatan  Peningkatan | Jumlah peserta KB MKJP Jawa 1.468.942 | 3.965.544.000 | APBD 1.468.942 | 5.243.703.000
Kesertaan KB MKJP Tengah orang Provinsi orang
02 | 08 | 15 | 02 | Kegiatan Pemaduan | 1) Jumlah kebijakan | Provinsi, 3 kebijakan | 809.600.000 | APBD. 3 1.200.000.000
Kebijakan dan pengendalian  penduduk Kota Provinsi kebijakan
Pengintegrasian tingkat provinsi dan | Semarang
pendidikan kab/kota yang disusun dan
kependudukan Banyumas
2) Jumlah SLTA yang Jawa 35 SLTA 35 SLTA
mendapat pengetahuan Tengah
pengendalian penduduk
02 | 08 | 15 | 03 | Kegiatan Pemetaan | Jumlah dokumen informasi Jawa 2 dokumen 300.000.000 APBD ) 2 320.000.000
Pengendalian Penduduk | kependudukan dan KB Tengah Provinsi dokumen
tingkat provinsi
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu g?n:r Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)

02 | 08 | 15 | 04 | Kegiatan  Penyediaan | Jumlah  dokumen  data Jawa 1 dokumen 30.000.000 | APBD 1 150.000.000
Profil  Kependudukan | kependudukan dan KB Tengah Provinsi dokumen
dan KB tingkat provinsi yang

dipublikasikan

02 | 08 | 15 | 05 | Kegiatan  Penggerakan | jumlah PUS yang ingin anak Jawa 750.278 | 1.689.247.000 | APBD 750.278 | 2.357.566.000
dan Pengembangan KIE | gjtunda dan tidak ingin anak Tengah orang Provinsi orang
Pengendalian Penduduk | ja6i tidak berKB
dan KB

02 | 08 | 15 | 06 | Kegiatan  Peningkatan | jumlah ormas/mitra kerja Jawa 20 95.600.000 | APBD 20 66.000.000
Peran Serta Organisasi | yang  ditingkatkan peran Tengah ormas/mitra Provinsi ormas/mit
Masyarakat dan Mitra | sertanya dalam program KB kerja ra kerja
Kerja dalam Program
KB

02 | 08 | 16 Program Keluarga | — Persentase kelompok 92 1.580.800.000 92,10 2.200.000.000
Sejahtera tribina yang aktif

— Persentase UPPKS yang 89,75 89,90
aktif

02 | 08 | 16 | 02 | Kegiatan Advokasi | jumlah kelompok Tribina Jawa 27.151 1.048.250.000 | APBD. 27.151 1.500.000.000

Ketahanan Keluarga yang aktif Tengah kelompok Provinsi kelompok
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
02 | 08 | 16 | 03 | Kegiatan  Peningkatan | jumilah ormas/mitra kerja Jawa 2  ormas/| 136.800.000 | APBD 2 ormas/ | 200.000.000
Peran Serta Organ1§a31 yang ditingkatkan peran Tengah mitra kerja Provinsi mitra
Masy arakat dan Mitra | gertanya dalam program kerja
Kerja Dalam | ketahanan dan kesejahteraan
Pembangunan Keluarga keluarga
02 | 08 | 16 | 04 | Kegiatan Advokasi | juymlah kelompok UPPKS Jawa 18.629 395.750.000 | APBD 18.629 500.000.000
Kesejahteraan Keluarga yang aktif Tengah kelompok Provinsi kelompok
05 NON URUSAN 5.210.869.000 7.561.000.000
05 | 01 NON URUSAN 5.210.869.000 7561.000.000
05| 01 |01 Program Manajemen | — Persentase ketercapaian 100% 4.620.869.000 100% 6.911.000.000
Administrasi pelayanan umum,
Pelayanan Umum, kepegawaian dan
Kepegawaian dan keuangan perangkat
Keuangan Perangkat daerah
Daerah
05 | 01 | 01 | O1 | Kegiatan Administrasi | Jumlah laporan keuangan Jawa 3 dokumen 345.000.000 | APBD 3 350.000.000
Pelayanan Keuangan | Perangkat Daerah (jenis) Tengah Provinsi dokumen
Perangkat Daerah
05 | 01 | 01 | O2 | Kegiatan Pelayanan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 14.000.000 APBD‘ 12 bulan 15.000.000
Jasa Surat Menyurat | pelayanan jasa surat Tengah Provinsi
dan Kearsipan | menyurat dan  kearsipan

Perangkat Daerah

perangkat daerah
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
05 | 01 | 01 | 03 | Kegiatan Penyediaan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 735.497.000 APBD_ 12 bulan 750.000.000
Jasa Komunikasi, Air | jasa komunikasi, air dan Tengah Provinsi
dan Listrik Perangkat | listrik perangkat daerah
Daerah
05 | 01 | 01 | 04 | Kegiatan Penyediaan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 91.000.000 APBD. 12 bulan 95.000.000
Jaminan Barang Milik | premi asuransi barang milik Tengah Provinsi
Daerah daerah
05 | 01 | 01 | 05 | Kegiatan  Penyediaan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 850.000.000 | APBD 12 bulan 935.000.000
Jasa Kebersihan dan | jasa kebersihan dan Tengah Provinsi
Pelayanan Perkantoran | pelayanan perkantoran
Perangkat Daerah perangkat daerah
05 | 01 | 01 | 06 | Kegiatan Rapat | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 550.000.000 | APBD 12 bulan 650.000.000
Koordinasi dan | pelaksanaan rapat-rapat Tengah Provinsi
Konsultasi Dalam dan | koordinasi dan konsultasi ke
Luar Daerah Perangkat | dalam dan luar daerah
Daerah
05 | 01 | 01 | O7 | Kegiatan Pelayanan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 100.000.000 APBD‘ 12 bulan 200.000.000
Penyediaan Makan | Penyediaan Makan Minum Tengah Provinsi
Minum Rapat Perangkat | Rapat Perangkat Daerah
Daerah
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Urusan/ Bidang

Rencana Tahun 2019

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
05 | 01 | 01 | 08 | Kegiatan Penyediaan | Jumlah bulan tercukupinya Jawa 12 bulan 16.000.000 APBD ) 12 bulan 18.000.000
Bahan  Bacaan/Buku | kebutuhan Bahan Tengah Provinsi
Perpustakaan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
05 | 01 | 01 | 09 | Kegiatan Pemeliharaan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 851.500.000 APBD ) 12 bulan 503.000.000
Rutin/ Berkala Rumah | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tengah Provinsi
Jabatan/Rumah Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ | Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
05 | 01 | 01 | 10 | Kegiatan Pemeliharaan | Jumlah bulan tercukupinya Jawa 12 bulan 311.372.000 | APBD 12 bulan 450.000.000
Rutin /Berkala Sarana | Pemeliharaan Rutin /Berkala Tengah Provinsi
Kantor dan Rumah | Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat | Tangga Perangkat Daerah
Daerah
05|01 |01 | 11 | Kegiatan  Penyediaan | Jumlah unit penyediaan Jawa 51 unit 539.500.000 | APBD 51 unit 815.000.000
Sarana dan Prasarana | sarana dan prasarana kantor Tengah Provinsi
Kantor perangkat daerah
05 | 01 | 01 | 12 | Kegiatan Rehab Gedung | Jumlah Unit Gedung Yang Jawa 1 unit 0 APBD ] 1 unit 1.130.000.000
Kantor Perangkat | Direhab Tengah Provinsi
Daerah
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Prakiraan Maju
. Rencana Tahun 2019
Urusan/ Bidang Rencana Tahun 2020
Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
05 | 01 | 01 | 13 | Kegiatan Pengadaan | Jumlah  Unit Kendaraan Jawa 7 unit 0| APBD 7 unit 700.000.000
Kendaraan Dinas Yang Diadakan Tengah Provinsi
Dinas/Operasional
05|01 | 01 | 14 | Kegiatan  Pengadaan | Jumlah Unit Pakaian Dinas Jawa 100 unit 36.000.000 | APBD 100 unit 95.000.000
Pakaian Dinas Yang Diadakan Tengah Provinsi
05 | 01 | 01 | 15 | Kegiatan  Pendidikan | Jumlah ASN yang mengikuti Jawa 20 orang 20.000.000 | APBD 20 orang 25.000.000
dan Pelatihan Formal Diklat/Workshop/Bintek/ Tengah Provinsi
Seminar
05 | 01 | 01 | 16 | Kegiatan Pelayanan | Jumlah laporan informasi Jawa 3 dokumen 86.000.000 | APBD 3 100.000.000
Informasi Perangkat | publik perangkat daerah Tengah Provinsi dokumen
Daerah
05 | 01 | 01 | 23 | Kegiatan  pengelolaan | Jumlah bulan terpenuhinya Jawa 12 bulan 75.000.000 APBD ) 12 bulan 80.000.000
administrasi pelayanan kepegawaian Tengah Provinsi
kepegawaian perangkat | perangkat daerah
daerah
05 | 01 | 02 Program Perencanaan | Persentase ketercapaian 100% 590.000.000 100% 650.000.000
dan Evaluasi Kinerja | perencanaan dan evaluasi
Perangkat Daerah kinerja OPD
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Urusan/ Bidang
Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program/

Rencana Tahun 2019

Catatan

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kode . .
Daerah dan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
05 | 01 | 02 | 01 | Kegiatan Penyusunan | Jumlah dokumen Jawa 2 dokumen 385.000.000 | APBD 2 400.000.000
Dokumen Perencanaan | perencanaan Perangkat Tengah Provinsi dokumen
Perangkat Daerah Daerah yang disusun
05| 01 | 02 | 02 | Kegiatan Penyusunan | Jumlah dokumen evaluasi Jawa 1 dokumen | 205.000.000 | APBD 1 250.000.000
Dokumen Evaluasi | kinerja perangkat daerah Tengah Provinsi dokumen
Kinerja Perangkat
Daerah
Total Kebutuhan pagu indikatif 28.937.748.000 30.241.769.000




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terdiri dari rencana
program dan kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang
menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah
sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan
program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 selama
satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program
dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif,

sebagaimana pada Tabel 5.1.
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Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Dacrah Pagu Indikatif | Prakiraan Maj SKPD Catat
Kode Urusan Bidang Pl;ltg)\filni? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan ,? f}ljurlll 210 21191 I?aﬁlﬁszo 2%Ju Peillzr;gag];mg Bidang P:natiig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 URUSAN WAJIB 22.000.000.000 | 30.266.769.000
NON
PELAYANAN
DASAR
02 | 02 BIDANG 8.318.340.000 | 11.168.500.000
URUSAN
PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGA
N ANAK
02 | 02 |15 Program 4.890.740.000 6.823.500.000
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan dan
Anak
02 | 02 | 15 | 01 | Kegiatan Kualitas Sragen, 1) Jumlah 30 orang Persentase 25% 1.103.091.000 1.400.000.000 | Dinas PPPA | Bidang
Pemberdayaan Hidup dan Cilacap, perempua peningkatan DALDUK KB | Kualitas
Perempuan daya saing Kebumen n yang perempuan Hidup dan
SDM telah yang Perlindunga
mendapat mendapatkan n
Penanggula kan pendampingan Perempuan
ngan pendampi menjadi
Kemiskinan ngan pelaku usaha
menjadi ekonomi
pelaku
usaha
ekonomi
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Kode

Urusan Bidang

Prioritas
Provinsi

Sasaran Daerah

Uraian | Target

Lokasi

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif
Tahun 2019

Prakiraan Maju
Tahun 2020

SKPD
Penanggung
Jawab

Bidang

Catatan
Penting

4 5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35
kab/kota

2) Jumlah
perempua
n yang
mempuny
ai hak
memilih
mendapat
kan
pengetah
uan
politik

1.160 orang

02

02 | 15

02

Kegiatan
Pelembagaan
PUG dan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
Responsif
Gender

yang

Kualitas
Hidup dan
daya saing
SDM

Jawa
Tengah

Jumlah
Perangkat
DaerahProvin
si dan
kabupaten/k
ota yang
melaksanaka
n
perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender

(PPRG)

38 OPD

Provinsi
dan 35
kab/kota

Persentase
keluarga yang
berkonsultasi
peningkatan
kualitas
keluarga
dalam
mewujudkan
kesetaraan
gender
terlayani

100%

Persentase
peningkatan
perempuan
yang
mendapatkan
pendampingan
menjadi
pelaku wusaha
ekonomi

25%

937.349.000

1.300.000.000

Badan
Pengelola
Keuangan
dan Aset
Daerah

Bidang
Kualitas
Hidup dan
Perlindunga
n
Perempuan
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Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Daerah P Indikatif Praki Maj SKPD Catat
. rioritas . . . . agu Indikati rakiraan Maju . atatan
Kode Urusan Bidang Provinsi Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 Peilja;lr‘fag];mg Bidang Penting
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 | 02 | 15 | 03 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 24 OPD Persentase 68.57 1.013.700.000 | 1.300.000.000 Badan Bidang
Pelembagaan Hidup dan Tengah kabupaten/ kabupaten/ko ’ Pengelola Pemenuhan
Pemenuhan Hak | daya saing kota menuju ta menuju Keuangan Hak dan
Anak dan | SDM layak  anak layak anak dan Aset | Perlindunga
Peningkatan tingkat tingkat Daerah n Anak
Kualitas pratama, pratama,
Keluarga yang tingkat tingkat madya
Responsif Hak madya dan dan tingkat
Anak tingkat nindya
nindya
Persentase 100%
keluarga yang
berkonsultasi
peningkatan
kualitas
keluarga
dalam
mewujudkan
hak anak
terlayani
02 | 02 | 15 | 04 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 34 forum Persentase 68.57 380.000.000 500.000.000 | Badan Bidang
Peningkatan Hidup dan Tengah Forum Anak anak kabupaten/ko ’ Pengelola Pemenuhan
Partisipasi Anak | daya saing Provinsi dan provinsi ta menuju Keuangan Hak dan
SDM kab/kota . dan layak anak dan Aset | Perlindunga
yang terlibat kab/kota tingkat Daerah n Anak
proses pratama,
pembanguna tingkat madya
n dan  tingkat
nindya
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Kode

Urusan Bidang

Prioritas
Provinsi

Sasaran Daerah

Uraian

Target

Lokasi

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif
Tahun 2019

Prakiraan Maju
Tahun 2020

SKPD
Penanggung
Jawab

Bidang

Catatan
Penting

2

3

4

5

7

8

9 10

11

12

13

14

15

02

02 | 15

05

Kegiatan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga
Masyarakat
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan,
Anak
Keluarga

dan

Kualitas
Hidup dan
daya saing
SDM

Jawa
Tengah

Jawa
Tengah

Jawa
Tengah

1) Jumlah
lembaga
masyarak
at dalam
pemberda
yaan
perempua
n yang
dikuatkan
dan
dikemban
gkan

S federasi
organisasi
perempuan

2) Jumlah
lembaga
masyarak
at dalam
peningkat
an
kualitas
hidup
anak yang
dikuatkan
dan
dikemban
gkan

20 lembaga
masyarakat

3) Jumlah
lembaga
masyarak
at dalam
peningkat
an
kualitas
keluarga
yang
dikuatkan
dan
dikemban
gkan

30 lembaga
masyarakat

Persentase
kabupaten/ko
ta menuju
layak anak
tingkat
pratama,
tingkat madya
dan tingkat
nindya

68,57

672.600.000

973.500.000

Badan
Pengelola
Keuangan
dan Aset
Daerah

Bidang
Data dan
Partisipasi
Masyarakat
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Indikator Kinerja

d . Prioritas Sasaran Daerah kasi 1 . i . Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD id Catatan
Kode Urusan Bidang Provinsi Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 Peilja;lr‘fag];mg Bidang Penting
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 |02 | 15 | 06 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 5 dokumen | Persentase 83,33 784.000.000 1.170.000.000 | Badan Bidang
Penyusunan Hidup dan Tengah laporan data data dan Pengelola Data dan
Data  dan | gaya saing dan informasi Informasi PPPA Keuangan Partisipasi
Informasi PPA SDM PPA yang tersedia dan Aset | Masyarakat
Daerah
02 (02 | 16 Program 3.427.600.000 4.345.000.000
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
02 | 02 | 16 | 01 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 850 kasus | Rasio korban | 5,25 per 1.571.000.000 1.800.000.000 | Badan Bidang
Pencegahan dan | ygiqup dan Tengah | kasus kekerasan 100.000 Pengelola Kualitas
Advokasi daya saing kekerasan terhadap Keuangan Hidup dan
Penanganan SDM terhadap perempuan dan Aset | Perlindunga
Kekerasan perempuan Daerah n
Terhadap dewasa Perempuan
Perempuan
02 |02 | 16 | 02 | Kegiatan Kualitas Jawa | jumlah 1.075 Rasio korban | 13,72 672.600.000 900.000.000 | Badan Bidang
Pencegahan dan | ygiqup dan Tengah | kasus kasus kekerasan per Pengelola Pemenuhan
Pengurangan daya saing kekerasan terhadap anak | 100.000 Keuangan Hak  dan
Risiko SDM terhadap dan Aset | Perlindunga
Kekerasan anak Daerah n Anak
Terhadap Anak
02 | 02 | 16 | 04 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 8 lembaga | Rasio korban | 5,25 per 500.000.000 655.000.000 | Badan Bidang
Penguatan dan | Hidup dan Tengah lembaga kekerasan 100.000 Pengelola Kualitas
Pengenmbangan | daya saing layanan terhadap Keuangan Hidup dan
Lembaga SDM perlindungan perempuan dan Aset | Perlindunga
Layanan perempuan/p Daerah n
Perlindungan elayanan Perempuan
Perempuan terpadu
korban
kekerasan
terhadap
perempuan
yang
difasilitasi
penguatan
dan
pengembanga
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nnya

Indikator Kinerja

L Sasaran Daerah ) ) ) ) SKPD
Kode Urusan Bidang l;}:;flllt;? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan P,? gj;g%lg?gf Pl:?:gi?g (I)Vé%]u Per:]zréfaggmg Bidang g:;atitig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 | 02 | 16 | 05 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 15 lembaga | Rasio korban 13,72 76.000.000 110.000.000 | Badan Bidang
Penguatan dan | Hidup dan Tengah lembaga kekerasan per Pengelola Pemenuhan
Pengenmbangan | daya saing layanan terhadap anak 100.000 Keuangan Hak. dan
Lembaga SDM perlindungan dan Aset | Perlindunga
Layanan anak/pelayan Daerah n Anak
Perlindungan an terpadu
Anak anak yang
memerlukan
perlindungan
khusus
(AMPK) yang
difasilitasi
penguatan
dan
pengembanga
nnya
02 | 02 | 16 | 06 | Kegiatan Kualitas Jawa Persentase 100% Rasio korban | 5,25 per 225.000.000 880.000.000 | Badan Bidang
Layanan Hidup dan Tengah perempuan kekerasan 100.000 Pengelola Pemenuhan
Penanganan daya saing korban terhadap Keuangan Hak. dan
Korban SDM kekerasan perempuan dan Aset | Perlindunga
Kekerasan yang Daerah n Anak
Terhadap terlaporkan
Perempuan mendapat
layanan
sesuai
standar
02 | 02 | 16 | 07 | Kegiatan Kualitas Jawa Persentase 100% Rasio korban 13,72 383.000.000 880.000.000 | Badan Bidang
Layanan Hidup dan Tengah | apnak  korban kekerasan per Pengelola Pemenuhan
Penanganan daya saing kekerasan terhadap anak | 100.000 Keuangan Hak. dan
Korban SDM yang dan Aset Perhndunga
Kekerasan terlaporkan Daerah n Anak
Terhadap Anak mendapat
serta Anak layanan
Berhadapan sesuai
Hukum (ABH) standar
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Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Daerah P Indikatif Praki Maj SKPD Catat:
Kode Urusan Bidang Pl;lci)\fgnz? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan ,? f}ljurlll 210 Tgl ?alii?g 0 2%Ju Peilja;lr‘fag];mg Bidang P:natiig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 | 08 BIDANG URUSAN 8.470.791.000 | 11.537.269.000
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
02 (08 | 15 Program 6.889.991.000 9.337.269.000
Pengendalian
Penduduk dan
Peningkatan
Kesertaan
Keluarga
Berencana
02 | 08 | 15 | 01 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 1.468.942 | Persentase 28,90 3.965.544.000 5.243.703.000 | Badan Bidang
Peningkatan Hidup dan Tengah | peserta KB orang penggunaan Pengelola Keluarga
Kesertaan KB | daya saing MKJP kontrasepsi Keuangan Berencana
MKJP SDM jangka dan Aset | dan
panjang Daerah Advokasi
Penanggula (MKJP) KIE
ngan
Kemiskinan
02 | 08 | 15 | 02 | Kegiatan Kualitas Provinsi, | 1) jumlah 3 kebijakan | Persentase 8,33 809.600.000 1.200.000.000 | Badan Bidang
Pemaduan Hidup dan Kota kebijakan provinsi dan Pengelola Pengendalia
Kebijakan dan | daya saing Semaran pengendalia kabupaten/ko Keuangan n Penduduk
Pengintegrasian | SDM g dan n penduduk ta yang dan Aset | dan
pendidikan Banyuma tingkat memiliki Daerah Keluarga
kependudukan S provinsi dan kebijakan Sejahtera
kab/kota pengendalian
yang penduduk
disusun
Jawa | 9) Jumlah 35 SLTA
Tengah SLTA yang
mendapat
pengetahu
an
pengendali
an
penduduk
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Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Daerah P Indikatif Praki Maj SKPD Catat
Kode Urusan Bidang Pl;lci)\fgnz? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan ,? f}ljurlll 210 Tgl ?alii?g 0 2%Ju Peilja;lr‘fag];mg Bidang P:natiig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 | 08 | 15 | 03 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 2 dokumen | Persentase 8,33 300.000.000 320.000.000 | Badan Bidang
Pemetaan Hidup dan Tengah | qokumen provinsi dan Pengelola Pengendalia
Pengendalian daya saing informasi kabupaten/ko Keuangan n Penduduk
Penduduk SDM kependuduka ta yang dan Aset | dan
n dan KB memiliki Daerah Keluarga
tingkat kebijakan Sejahtera
provinsi pengendalian
penduduk
02 | 08 | 15 | 04 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 1 dokumen | Persentase 8,33 30.000.000 150.000.000 | Badan Bidang
Penyediaan Hidup dan Tengah | qokumen provinsi dan Pengelola Pengendalia
Profil daya saing data kabupaten/ko Keuangan n Penduduk
Kependudukan SDM kependuduka ta yang dan Aset | dan
dan KB n dan KB memiliki Daerah Keluarga
tingkat kebijakan Sejahtera
provinsi yang pengendalian
dipublikasika penduduk
n
02 |08 | 15 | 05 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah PUS 750.278 Unmet Need 11,35 1.689.247.000 2.357.566.000 | Badan Bidang
Penggerakan Hidup dan Tengah yang ingin orang KB Pengelola Keluarga
dan daya saing anak ditunda Keuangan Berencana
Pengembangan SDM dan tidak dan Aset | dan
KIE . ingin anak Daerah Advokasi
g, | Gk
KB berKB
02 |08 | 15 | 06 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 20 Persentase 100 95.600.000 66.000.000 | Badan Bidang
Peningkatan Hidup dan Tengah | ormas /mitra ormas/mitr | organisasi Pengelola Data dan
Peran‘ ) Serta daya saing kerja yang a kerja masyarakat/m Keuangan Partisipasi
Organisasi SDM ditingkatkan itra kerja dan Aset | Masyarakat
Masyarakat dan peran dalam Daerah
Mitra Kerja sertanya program KB
dalam  Program dalam tingkat daerah
KB program KB yang aktif
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Indikator Kinerja

Prioritas Sasaran Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maj SKPD Catatan
Kode Urusan Bidang Provinsi Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan T fllllun 2019 Tahun 202 OJu Penangg];mg Bidang Penting
Jawa
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 | 08 | 16 Program 1.580.800.000 2.200.000.000
Keluarga
Sejahtera
02 | 08 | 16 | 02 | Kegiatan Kualitas Jawa | jumlah 27.151 Persentase 92 1.048.250.000 1.500.000.000 | Badan Bidang
Advokasi Hidup dan Tengah kelompok kelompok kelompok Pengelola Pengendalia
Ketahanan daya saing Tribina yang tribina yang Keuangan n Penduduk
Keluarga SDM aktif aktif dan Aset | dan
Daerah Keluarga
Sejahtera
02 |08 | 16 | 03 | Kegiatan Kualitas Jawa | jumlah 2 ormas/ | Persentase 89.75 136.800.000 200.000.000 | Badan Bidang
Peningkatan Hidup dan Tengah | ormas/mitra | mitra kerja | kelompok Pengelola Data dan
Peran  Serta | qaya saing kerja yang tribina yang Keuangan Partisipasi
itingkatkan akti an set asyarakat
Organisasi SDM ditingkatk ktif d A Masyarak
Masyarakat dan peran Daerah
Mitra Kerja sertanya
Dalam dalam
Pembangunan program
Keluarga ketahanan
dan
kesejahteraan
keluarga
02 | 08 | 16 | 04 | Kegiatan Kualitas Jawa Jumlah 18.629 Persentase 89,75 395.750.000 500.000.000 | Badan Bidang
Advokasi Hidup dan Tengah | kelompok kelompok | UPPKS yang Pengelola Pengendalia
Eelsejahteraan daya saing UPPKS yang aktif Keuangan n Penduduk
cluarga SDM aktif dan Aset | dan
Penanggula Daerah ge.lusrga
ngan ejahtera
Kemiskinan
05 NON URUSAN 5.210.869.000 7.561.000.000
05 | 01 NON URUSAN 5.210.869.000 7.561.000.000
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Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Daerah P Indikatif Praki Maj SKPD Catat
. rioritas . . . . agu Indikati rakiraan Maju . atatan
Kode Urusan Bidang Provinsi Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 Peilja;lr‘fag];mg Bidang Penting
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 |01 |01 Program 4.620.869.000 6.911.000.000
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian
dan Keuangan
Perangkat
Daerah
05 | 01 | 01 | 01 | Kegiatan Jawa Jumlah 4 Jenis Persentase 100% 345.000.000 350.000.000 | Badan Sekretariat
Administrasi Tengah | [aporan ketercapaian Pengelola
Pelayanan Keuangan PD pelayanan Keuangan
euangan enis umum, an set
K g jeni d A
Perangkat kepegawaian, Daerah
Daerah keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 02 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 14.000.000 15.000.000 | Badan Sekretariat
Pelayanan Jasa Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Surat Menyurat pelayanan pelayanan Keuangan
dan Kearsipan jasa surat umum, dan Aset
Perangkat menyurat dan kepegawaian, Daerah
Daerah kearsipan keuangan
Perangkat perangkat
Daerah daerah
05 | 01 | 01 | 03 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 735.497.000 750.000.000 | Badan Sekretariat
Penyediaan Jasa Tengah terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Komunikasi, Air Jasa pelayanan Keuangan
dan Listrik Komunikasi, umum, dan Aset
Perangkat Air dan kepegawaian, Daerah
Daerah Listrik keuangan
Perangkat perangkat
Daerah daerah
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Indikator Kinerja

Priorit Sasaran Daerah P Indikatif Praki Maj SKPD Catat
Kode Urusan Bidang Pl;lci)\fgnz? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan ,? f}ljurlll 210 Tgl ?alii?g 0 2%Ju Peilja;lr‘fag];mg Bidang P:natiig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 | 01 | O1 | 04 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 91.000.000 95.000.000 | Badan Sekretariat
Penyediaan Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Jaminan Barang premi pelayanan Keuangan
Milik Daerah asuransi umum, dan Aset
barang milik kepegawaian, Daerah
daerah keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | O5 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 850.000.000 935.000.000 | Badan Sekretariat
Penyediaan Jasa Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Kebersihan dan jasa pelayanan Keuangan
Pelayanan Kebersihan umum, dan Aset
Perkantoran dan kepegawaian, Daerah
Perangkat Pelayanan keuangan
Daerah Perkantoran perangkat
Perangkat daerah
Daerah
05 | 01 | 01 | 06 | Kegiatan Rapat Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 550.000.000 650.000.000 | Badan Sekretariat
Koordinasi dan Tengah terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Konsultasi pelaksanaan pelayanan Keuangan
Dalam dan Luar rapat-rapat umum, dan Aset
Daerah koordinasi kepegawaian, Daerah
Perangkat dan keuangan
Daerah konsultasi ke perangkat
dalam dan daerah
luar daerah
05 | 01 | 01 | 07 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 100.000.000 200.000.000 | Badan Sekretariat
Pelayanan Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Penyediaan Penyediaan pelayanan Keuangan
Makan Minum Makan umum, dan Aset
Rapat Perangkat Minum Rapat kepegawaian, Daerah
Daerah Perangkat keuangan
Daerah perangkat
daerah
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Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

SKPD

Kode Urusan Bidang l;}:;flllt;? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan P,? gjg%lgilgf Pl:?:gi?g (I)Vé%]u Peilja;lr‘fag];mg Bidang g:;atitig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 | 01 | 01 | 08 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 16.000.000 18.000.000 | Badan Sekretariat
Penyediaan Tengah | tercukupinya ketercapaian Pengelola
Bahan kebutuhan pelayanan Keuangan
Bacaan/Buku Bahan umum, dan Aset
Perpustakaan Bacaan/Buk kepegawaian, Daerah
Perangkat u keuangan
Daerah Perpustakaan perangkat
Perangkat daerah
Daerah
05 | 01 | 01 | 09 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 851.500.000 503.000.000 | Badan Sekretariat
Pemeliharaan Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
Rutin/ Berkala Pemeliharaan pelayanan Keuangan
Rumah Rutin/ umum, dan Aset
Jabatan/Rumah Berkala kepegawaian, Daerah
Dinas/Gedung Rumah keuangan
Kantor/ Jabatan/Rum perangkat
Kendaraan ah daerah
Dinas/Operasio Dinas/Gedun
nal Perangkat g Kantor/
Daerah Kendaraan
Dinas/Operas
ional
Perangkat
Daerah
05 | 01 | 01 | 10 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 311.372.000 450.000.000 | Badan Sekretariat
Pemeliharaan Tengah tercukupinya ketercapaian Pengelola
Rutin /Berkala Pemeliharaan pelayanan Keuangan
Sarana Kantor Rutin umum, dan Aset
dan Rumah /Berkala kepegawaian, Daerah
Tangga Sarana keuangan
Perangkat Kantor dan perangkat
Daerah Rumah daerah
Tangga
Perangkat
Daerah
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Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

SKPD

Kode Urusan Bidang F;?;;ﬁi? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan P,? gj;g%lgilgf Pl:?:ﬁfsg (I)\g%]u Peilja;lr‘fag];mg Bidang g:;atitig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 | 01 | 01 | 11 | Kegiatan Jawa Jumlah unit | 51 unit Persentase 100% 539.500.000 815.000.000 | Badan Sekretariat
Penyediaan Tengah | penyediaan ketercapaian Pengelola
Sarana dan sarana dan pelayanan Keuangan
Prasarana prasarana umum, dan Aset
Kantor kantor kepegawaian, Daerah
perangkat keuangan
daerah perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 12 | Kegiatan Rehab Jawa Jumlah Unit | 1 unit Persentase 100% 0 1.130.000.000 | Badan Sekretariat
Gedung Kantor Tengah | Gedung Yang ketercapaian Pengelola
Perangkat Direhab pelayanan Keuangan
Daerah umum, dan Aset
kepegawaian, Daerah
keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 13 | Kegiatan Jawa | jumlah Unit | 7 unit Persentase 100% 0 700.000.000 | Badan Sekretariat
Pengadaan Tengah Kendaraan ketercapaian Pengelola
Kendaraan Dinas Yang pelayanan Keuangan
Dinas/Operasio Diadakan umum, dan Aset
nal kepegawaian, Daerah
keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 14 | Kegiatan Jawa Jumlah unit | 100 unit Persentase 100% 36.000.000 95.000.000 | Badan Sekretariat
Pengadaan Tengah | pakaian dinas ketercapaian Pengelola
Pakaian Dinas yang pelayanan Keuangan
diadakan umum, dan Aset
kepegawaian, Daerah
keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 15 | Kegiatan Jawa Jumlah ASN | 20 orang Persentase 100% 20.000.000 25.000.000 | Badan Sekretariat
Pendidikan dan Tengah yang ketercapaian Pengelola
Pelatihan mengikuti pelayanan Keuangan
Formal diklat/works umum, dan Aset
hop/bintek/s kepegawaian, Daerah
eminar keuangan
perangkat
daerah
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Indikator Kinerja

L Sasaran Daerah . . . SKPD
Kode Urusan Bidang l;}:;flllt;? Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan P,? gj;g%lg?gf Pl:?:gi?g (I)Vé%]u Peilja;lr‘fag];mg Bidang g:;atitig
Uraian | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 | 01 | 01 | 16 | Kegiatan Jawa Jumlah 3 dokumen | Persentase 100% 86.000.000 100.000.000 | Badan Sekretariat
Pelayanan Tengah | 1aporan ketercapaian Pengelola
Informasi informasi pelayanan Keuangan
Perangkat public umum, dan Aset
Daerah perangkat kepegawaian, Daerah
daerah keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 01 | 23 | Kegiatan Jawa Jumlah bulan | 12 bulan Persentase 100% 75.000.000 80.000.000 | Badan Sekretariat
pengelolaan Tengah | terpenuhinya ketercapaian Pengelola
administrasi pelayanan pelayanan Keuangan
kepegawaian kepegawaian umum, dan Aset
perangkat perangkat kepegawaian, Daerah
daerah daerah keuangan
perangkat
daerah
05 | 01 | 02 Program 590.000.000 650.000.000
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
05 | 01 | 02 | O1 | Kegiatan Jawa Jumlah 2 dokumen | Persentase 100% 385.000.000 400.000.000 | Badan Sekretariat
Penyusunan Tengah dokumen ketercapaian Pengelola
Dokumen perencanaan perencanaan Keuangan
Perencanaan perangkat dan  evaluasi dan Aset
Perangkat daerah yang kinerja OPD Daerah
Daerah disusun
05 | 01 | 02 | 02 | Kegiatan Jawa Jumlah 1 dokumen | Persentase 100% 205.000.000 250.000.000 | Badan Sekretariat
Penyusunan Tengah dokumen ketercapaian Pengelola
Dokumen evaluasi perencanaan Keuangan
Evaluasi Kinerja kinerja dan  evaluasi dan Aset
Perangkat kinerja OPD Daerah
Daerah
Total Keseluruhan 22.000.000 | 30.266.769.000
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BAB V
PENUTUP

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Tahapan RPJMD ke III
(Tahun 2015-2019), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek melalui
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dalam
pelaksanaan Renja. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renja dilakukan melalui proses panjang mulai dari
persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja,
Penyempurnaan Rancangan Renja telah melibatkan penjaringan aspirasi dan
identifikasi permasalahan baik melalui Forum Lintas Perangkat Daerah
maupun mekanisme lainnya, serta verifikasi maupun pendampingan
penyempurnaan rancangan Renja oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2019 sebelum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan
pengesahan. Selanjutnya tahap akhir adalah Penetapan Renja.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 yaitu “Peningkatan
Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan
Iptek”.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan
dan rasa tanggung jawab, etos kerja serta semangat gotong-royong seluruh
aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Tengah, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait
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sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan
HidayahNya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini disusun
dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renja sebagai panduan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan

pembangunan daerah Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017,
mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen
satu tahunan bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang
selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang

progresif menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak
baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan
pikiran. Penyusunan Renja ini merupakan langkah awal penyusunan program
kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 tahun 2017.

Kami akui menyusun Renja ini menemui berbagai kesulitan, namun
semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renja ini
dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang
selama ini diberikan sehingga Renja ini dapat selesai disusun. Renja ini akan
kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019.

Renja ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen
harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program
kegiatan Tahun 2019 serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Tekad ini akan

terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan tahunan Badan
[



Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah secara kuantitatif
terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renja ini. Langkah-
langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan
peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renja dan
RKPD Tahun 2019 yang dibebankan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan
sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program

dan kegiatan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina
19700514 199202 1 001



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 akan saya laksanakan untuk
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kegiatan Tahun 2019, Tujuan dan
Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,
serta mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2019, Visi,

Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Semarang,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina
19700514 199202 1 001




